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BAB 5
RELASI KEKUASAAN-PENGETAHUAN
DI DALAM KONSTRUKSI WACANA NASIONALISME INDONESIA:
PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT (DISKUSI TEORI)

Dalam bukunya yang membahas tentang nasionalisme Eipa
kontemporer Brian Jenkins dan Spyros Sofos (199nyatakan bahwa ‘nation’
adalah suatu konstruksi sosial, sementara ‘nassomal adalah suatu proyek politik
sehingga jika kita hendak menganalisanya kita tidea hanya mengacu pada
bayang-bayang ekonomi sosial dan perubahan budagdginkan juga harus
melihat pada aspek konjungtur politik serta kepepian politik yang selalu
berubah dan tak terprediksikamefinisi kerja yang lain mengenai ‘nasionalisme’
dikemukakan Anthony Smith (2003) yang merumuskasiomalisme sebagai;
“Suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan memip&nkan otonomi, kesatuan,
dan identitas bagi suatu populasi, yang sejumlapg@@anya bertekad untuk
membentuk suatu bangsa yang aktual atau bangsapgaegsial’. (Smith, 2003:
11) Pemaknaan lain tentang nasionalisme, secag&asndan tegas namun sangat
artikulatif dikemukakan oleh Ernest Gellner. Geflnmemaknai nasionalisme
sebagai ‘ideologi politik dan kebudayaan moderhitas

Meski berbeda-beda, namun definisi-definisi tentaagionalisme tersebut
menggambarkan satu hal bahwa, di dalam nasionalismieandung makna
ideologis yang kuat sebagai elemen pokoknya. Derglamen ideologis itulah
nasionalisme mampu menggerakkan suatu masyaraketu&wl arah tertentu.
Dalam pengalaman negara-negara Barat, keampuhamonalésme telah
ditunjukkan antara lain di Jerman dengan gerakazi-iNg, atau di Rusia dengan
gerakan Komunisme-nya (Snyder, 1954: 4) Sementareghra-negara Asia dan
Afrika, gerakan nasionalisme telah memicu lahirng@volusi kemerdekaan
melawan kolonialisme Barat, seperti yang dialandolmesia sendiri pada tahun
1945.

L. ’nation’ is social construct, and ‘nationalism’ @stihctly political project. Its analysis
belongs not only to the realm of economic, socia aultural change, but also to the unstable
and unpredictable world of political leadership gmalitical conjuncture.(Jenkins & Sofos,
1996: 5)
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Namun pasca terjadinya berbagai revolusi besakdarerdekaan di negeri-
negeri terjajah dari belenggu kolonialisme, nadisn@ tampak menyurut
pengaruh dan kekuataannya dalam menggerakkan rakayarMenyurutnya
‘pesona’ nasionalisme di alam modern, seperti gdiklkan Kamenka (1994, dalam
Shtromas, 1994) antara lain karena sifat keambiyaag dimilikinya. Meskipun
demikian, nasionalisme tidak pernah benar-benangilatau mati. Di tangan para
pemimpin negara-negara baru poskolonial, nasianalislikonstruksikan dalam
wajah yang berbeda, meski substansinya sama, yaitlk menyatukan kesadaran
bersama akan pentingnya memberikan loyalitas derbdmai kelompok yang
berbeda baik secara etnik, bahasa, agama, suknawaltit dan lain-lain kepada
satu bangsa yang lebih besar. (Tiller, 1997: 3@htien inilah yang biasa dipakai
oleh para pemimpin negara-negara baru untuk metidapa legitimasi
pemerintahannya. Gambaran seperti ini pula yangadierdengan Indonesia.
Sentimen nasionalisme, dalam beberapa orde pewteamt Indonesia, selalu
digunakan untuk menghadapi problem bangsa. Dalasuskindonesia, persoalan
terbesar yang dihadapi adalah masalah penyatuagsddimtegrasi nasional) yang
begitu kompleks dalam satu entitas yang padu, tielgdecah-pecah.

Di dalam kasus Indonesia, problem yang dihadapiadam membangun
nasionalisme yang kuat antara lain diakibatkan dtelatnya pengaruh yang
ditinggalkan oleh rezim kolonialis di masa lalu. Kkawatiran akan terpecah-
pecahnya bangsa menjadi negara-negara kecil yaegsia untuk diadu domba,
telah menyebabkan penekanan yang berlebihan padédesatuk tata kenegaraan
yang sentralistik, sebagaimana tampak dalam kon&mekarno dengan gagasan
‘geopolitik’-nya, atau visi ‘negara integralistikya Soepomo di era kemerdekaan,
dan ‘negara yang modern’ dalam perpektif Ali Mopdp ‘negara kekeluargaan’
versi Abdul Kadir Besar, dan ‘negara yang demogrdtin konstitusional’ dalam
versi Soeharto di era Orde Baru. Jejak-jejak kallisme ini tidak hilang begitu
saja, dalam rezim-rezim di Indonesia. Selain ‘warisberupa wilayah-geografis,
ada hal-hal lain yang merupakan warisan koloniafgyleemudian disimpan bahkan
dilestarikan oleh sebuah rezim untuk kepentingarteriéu; seperti ‘bahaya’
komunisme, ‘bahaya’ perpecahan, ‘bahaya’ ekstriraisaian lain-lain. Warisan

‘penting lain adalah adanya misi pemerintah untuknerbebaskan’,
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‘memoderenkan’, dan juga ‘memajukan’ masyarakatgyalipandang masih
‘tradisional’, ‘terbelakang’, dan lain-lain. Tetapgbenarnya dengan melakukan itu
semua, sebuah rezim sedang melakukan misi kekuasaan maknanya belum
tentu sama seperti yang secara umum dipahami.

Dalam perspektif teori ‘kekuasaan-pengetahuan’ grékmowledge) Michel
Foucault, apa yang dilakukan para pemimpin pen@rart tersebut adalah
memproduksi pengetahuan untuk mempertahankan kekomasmamun sekaligus
juga mendayagunakan kekuasaan untuk memprodukgefamuan. Dalam bahasa
Foucault: “Tidak mungkin ada pelaksanaan kekuagampa wacana kebenaran
yang beroperasi melalui dan di dasar asosiasiKiitd. menjadi sasaran produksi
kebenaran melalui produksi kekuasaan dan kita tidampu menjalankan
kekuasaan kecuali melalui produksi kebenaran. ierupakan kasus yang ada
dalam setiap masyarakat, namun saya percaya bahlean dnasyarakat kita
hubungan antara kekuasaan, hak, dan kebenaram delam bentuk yang lebih
spesifik. Jika saya ingin mencirikannya, bukan mé@e, melainkan intensitas
dan ketetapannya, kalau boleh saya katakan bahisadipaksa memproduksi
kebenaran dari suatu kekuasaan sebagaimana dimmatyarakat agar dapat
berfungsi: kita harus berbicara tentang kebenddsam dipaksa atau dikutuk untuk
mengakui atau menemukan kebenaran”. (Foucault,11Z®- Berikut beberapa hal
yang penting dicatat berkaitan dengan konstruksiomalisme dalam pandangan

para elite politik Indonesia, khususnya pada mesar Orde Baru Soeharto.

5.A. Beban sgarah kolonialisme

Obsesi akan terbentuknya nasionalisme yang kuandaiatu negara
kesatuan yang terintegrasi secara penuh merupaipaiat tertinggi yang
hendak diwujudkan oleh para elite politik Indoesejak pasca kemerdekaan
dari kolonialisme Belanda hingga saat ini. Di dalbokunya yang terkenal,
Nationalism and Revolution in IndonegiE095), Kahin menggambarkan betapa
problem ‘persatuan’ telah menjadi satu gerakan undutmdonesia, terutama
selama tujuh bulan pertama tahun 1950, sedemikgantingnya masalah ini

sehingga menutupi segala kegiatan lainnya. Gerglesatuan itu sendiri
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merupakan reaksi atas bentuk pemerintahan ciptadan@a yang berbentuk
RIS (Republik Indonesia Serikat), pada tanggal Eadnber 1949 Undang-
undang yang ada saat itu, UUD RIS menetapkan $edéwasi yang terdiri dari
16 negara bagian, terdiri Republik Indonesia (yaregupakan bagian terbesar
dari RIS, dengan penduduk mencapai 31 juta), danetfara bagian lainnya,
yang merupakan negara boneka dan semi bonekadsenah-daerah istimewa
yang didirikan Belanda, dengan jumlah penduduk ibarkantara 100 ribu
hingga 11 juta orang. (George MT. Kahin, 1995: 366)

Saat itu sudah muncul sejumlah keinginan dari reegagara bagian
yang menginginkan pembubaran negara bagian itwkukémudian segera
mendirikan satu negara kesatuan. Pada akhir bytaih 2950 misalnya, terjadi
demonstrasi rakyat secara besar-besaran di Indoff@siur yang mendesak
pembubaran negara bagian itu dan penggabungan rdé&epublik. (George
MT. Kahin, 1995: 579) Presiden Indonesia Timur Suikia juga menegaskan
bahwa negara bagiannya sudah siap menjadi unsur-snatu negara kesatuan
jika Republik Indonesia setuju dilebur bersama-sal@guga mengakui ada
kelompok yang ingin menjadikan Indonesia Timur get@njadi negara sendiri
terlepas dari RIS, tetapi itu jumlahnya sangat|k€caporan,Aneta Makasar,
21 April 1950, direproduksi dalam, Kahin, 1995: h8%ak lama setelah itu
terjadilah suatu gerakan di kalangan 13 wilayahotesia Timur, kecuali

Republik Maluku Selatdh untuk menggabungkan diri dengan Republik

2 Dalam versi ini, kemerdekaan Indonesia diserahkeln Belanda melalui pemberian “Piagam
Penyerahan Kedaulatan” dalam sidang KonferensiNBejadar (KMB). Isi piagam tersebut
antara lain berbunyPasal 1. (1) Kerajaan Belanda dengan tiada bersyai@n dengan tidak
dapat dibatalkan lagi menyerahkan kedaulatan peraths Indonesia kepada Republik
Indonesia Serikat, dan dengan demikian, mengakpuBli Indonesia Serikat sebagai negara
yang merdeka dan berdaulat. (2) Republik Indon8giakat menerima kedaulatan tersebut atas
dasar peraturan-peraturan dalam Undang-undang dagang telah diberitahukan kepada
Kerajaan Belanda. (3) Penyerahan kedaultan akaakdikan selambat-lambatnya pada tanggal
30 Desember 1949Kahin, 1995: 570)

3 Negara-negara ciptaan Gubernur Jendral Van Moaglkarntara lain, Pasundan, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Madura, Sumatra Timur, Sum@giatan, Riau, Bangka dan Belitung.
Menurut Nasution, pembentukan Negara-negara ini ymgrang dari persetujuan antara
Belanda dan Indonesia. (Nasution, dalam Bhakti22@8)

4 Menurut Kahin, sejak semula Republik Maluku Seladdalah suatu Negara bagian
militer yang terutama dikuasai oleh hukum militeendan unsur-unsur militer termasuk
sejumlah perwira KNIL yang masih aktif, yang pursiéat kejam sekali. Pasukan-pasukan
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Indonesia. Puncaknya terjadi pada tanggal 19 M&0 1&rjadilah kesepakatan
antara pemerintah RIS dengan Republik Indonesiajgerai pembentukan
suatu negara kesatuan. Dalam naskah kesepakatas@bugr antara lain
berbunyi;

Pemerintah Republik Indonesia Serikat, dalam hiabémtindak juga
dengan mandat penuh atas nama Pemerintah Neganaegia Timur
dan Pemerintah Negara Sumatra Timur, pada pihalsate, dan

Pemerintah Republik Indonesia pada pihak kedua,gatenini

menyatakan: (1) bahwa kami menyetujui dalam waldsingkat-

singkatnya, bersama-sama melaksanakan negara Hesatebagai

penjelmaan dari Republik Indonesia berdasarkan |&rwsi 17

Agustus 1945.....(Piagam persetujuan antara PemierifNagara

Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesialam Kahin,

1995: 585)

Energi pendorong yang utama bagi keinginan untulgerse
membangun negara kesatuan adalah karena mayostsgmrakat Indonesia
saat itu memandang bentuk RIS ciptaan Belanda dalah sebagai alat
pengawasan Belanda yang dianggap hanya akan manghabagi
terwujudnya kemerdekaan yang penuh bagi pendudidnksia. Apalagi saat
itu Westerling dengan pasukannya yang ganas masus tberoperasi di
Sulawesi Selatan dan Jawa Barat, yang mencoba kenelaguasai kembali
Indonesia. Karena itulah bentuk RIS ini kemudiagesa diubah pada 17
Agustus 1950, dan untuk selanjutnya digantikan dengegara kesatuan
Indonesia. Bisa dikatakan hubungan antara pembrjmigat dan daerah dari
tahun 1945-1950 diwanai dengan perasaan emosiocaad) kuat akan
kesatuan. Menurut Rab, beberapa faktor yang memgmatsa persatuan ini
antara lain adalah: Sumpah Pemuda 1928; kebijakatanBa untuk
mengurangi hak-hak raja sejak tahun 1935, pengasisgjumlah pemimpin
pemberontakan ke berbagai daerah di Indonesianyagpersatuan yang
disuarakan oleh Sukarno, kesulitan mencari perumasas 350 kelompok
etnik dan lebih dari 300 bahasa, kecuali melaltiasa kesatuan. “Faktor-

faktor inilah yang menyebabkan anggapan bahwa petakr kesatuan

KNIL yang berpangkalan di Ambon inilah yang mendudsproklamasi kemerdekaan Maluku.
(Kahin, 1995: 582)
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merupakan cara yang terbaik untuk memerangi kejgkenjajah Belanda
tentangdivide et imperd tulis Rab (dalam Bhakti, 2002: 176).

Di samping itu, tak dapat dipungkiri pula bahwaakakatu pemicu
bagi munculnya spirit persatuan di kalangan maggdréndonesia adalah
meluas dan mendalamnya rasa antikolonialisme, @amulian juga tampak
adanya satu komitmen yang sangat mendasar yaitbenlek untuk
mewujudkan kemerdekaan secara penuh, kedaulatagatrakembaga
pemerintahan yang representatif, aturan hukum julga segera akan adanya
kemajuan ekonomi dan sosial. Menurut Liddle (19d®ngan adanya
sejumlah nilai dan komitmen ini, dan juga adanyaekeimpinan nasional
yang telah ditempa oleh api revolusi dan politikikaolonial, tugas-tugas itu
tampaknya akan diatasi, meski itu tidak mudah, rk@arenemang begitu
besarnya masalah yang dihadapi.

Tetapi pada sisi lain lenyapnya kolonialisme Betapudja menyisakan
persoalan tersendiri bagi masyarakat Indonesiaa Rasatuan yang hanya
didorong oleh semangat antikolonialisme merupakamtuk persatuan yang
rapuh. Apalagi sebelumnya, masyarakat pada umunsogh memiliki
loyalitas kelompok (dalam skala yang lebih keciperti suku, agama,
bahasa) sendiri-sendiri, yang sudah dibangun dal@gasa yang panjang.
Ketika tiba-tiba mereka masuk ke dalam sebuah rupeshr bernama negara
nasional, dengan struktur yang lebih luas dan sareyheda dengan struktur
sosial lama yang mereka ikuti, maka problem logalipun mengemuka.
Gambaran mengenai hal ini dengan jelas digambariiate (1975) di dalam
penelitiannya tentang integrasi nasional pada tahwan di Simalungun,
Sumatera Utara. Pada satu sisi, masyarakat Sumé&tee memiliki
kebanggaan dengan Indonesia sebagai negara yaalg dgberjuangkan
dengan heroik dari kolonialisme Belanda, tetapigpadi lain, mereka tidak
bisa begitu saja memberikan loyalitasnya secaraitpé&epada negara baru
tersebut, karena mereka selama ini sudah memiiilkasa yang kuat pada
kelompok adat tertentu (yang secara politik jugaadili oleh partai lokal

tertentu).
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Problem yang kemudian benar-benar menjadi krusigil terwujudnya
integrasi nasional (dimana loyalitas utama diberikéeh seluruh penduduk
Indonesia kepada negara), adalah kemunculan étge{aolitik nasional.
Semula elite-elite politik tersebut adalah bagiaak tterpisahkan dari
masyarakat kebanyakan yang umumnya tradisionatkets Tetapi oleh
perkembangan yang terjadi, muncul satu perubahag gakup mendasar di
dalam para elite tersebut, khususnya di dalam dongaya (termasuk cara
berpikir). Sementara umumnya masyarakat Indormasiailiki cara pandang
yang dibatasi oleh barbagai macam ikatan lokalesepngkungan keluarga
inti pedesaan, klan, etnik, agama dan juga kelonga@kah, para elite politik
tersebut justru memiliki hubungan yang sangat seipi dengan afiliasi
kelompok-kelompok lokal dan tradisional tersebuer&ka ini selalu terobsesi
oleh gagasan-gagasan tentang kemajuan, tentangapguoman, tentang
bangsa dan sebagainya, yang semuanya itu tidakubdgnengerti oleh
masyoritas masyarakatnyélite and mass in the new states thus suffer from
a communication and comprehensian gap of major gutogns” tulis Liddle
(1975: 207)

Kesenjangan antara elite dan massa (rakyat bangakampaknya
tidak dapat dengan mudah diatasi oleh para pemipygiitik tersebut. Bahkan
hingga puluhan tahun setelah kemerdekaan itu terc8gbaliknya apa yang
kemudian dilakukan para elite itu justru membugt ija lestari bahkan dalam
banyak hal semakin melebar. Indikasi mengenai hialdapat dilihat dari
kenyataan bahwa, masih teramat banyak warga Indoyasg sangat miskin,
bahkan setiap hari bergumul dengan kelaparan dayegi, sementara pada
sisi lain, terdapat sekelompok orang yang sedemikaya dengan puluhan
perusahaan di tangannya, dan sanggup menghabisi@takuta rupiah
dalam sehari hanya untuk kesenangan sesaat piybadendiri. Sementara
masih banyak anak tidak bisa sekolah karena tiddk laiaya, terdapat
sekelompok kecil orang yang menghabiskan hari-giariii kota-kota besar
dunia, hanya untuk memuaskan selera belanjanyarisdPersoalannya lalu
menjadi serius, adakah perbedaan antara zaman dekaan dengan zaman

kolonial? Ataukah zaman kemerdekaan ini sekadarupad@an kelanjutan
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belaka (kontinyuitas) dari zaman kolonial. MenuBgn Anderson (1983)
yang terakhir itulah yang terjadi. Dimana Orde B@&aderson menulis saat
Orde Baru berkuasa!), hanyalah merupakan kontiagudtri negara kolonial.
Dengan mengacu bukOld Society, New Stat@iedit oleh Clifford Geertz
pada tahun 1963), Anderson membuat satu artik¢lidadrOIld State, New
Society Dengan judul demikian, ia hendak mengidentifik@side Baru

sebagai berasal dari negara kolonial tersebut.

5.B. Nasionalisme dan obsesi tentang sebuah kesatuan teritori

Tidak ada sebuah negara tanpa teritori. Bersamantad) prasyarat
lain (seperti adanya penduduk, aturan dan pembédnja teritori, batas
wilayah, merupakan aspek penting bagi hadirnyaaemegara. Tidak heran
jika para elite politik Indonesia pun juga sudahmmieérkan masalah teritori
ini sejak awal. Dalam konteks ini Soekarno adalasok yang paling
artikulatif menyampaikan pemikirannya mengenani abdiatas wilayah
Republik Indonesia. Menurutnya, wilayah Indonesialah membentang dari
ujung utara Sumatera hingga ujung timur pulau IrlRada Sidang BPUPKI
pada 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan:

“Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah atia kindonesia jang
bulat, bukan Djawa sadja, bukan Sumatera sadja, Bdaneo sadja,
atau Selebes sadja, atau Ambon sadja, atau MalaHja, stetapi
segenap kepulauan yang ditundjuk oleh Allah SWTndjsi satu
kesatuan antara dua benua dan dua samudera, f&unlah air kita!
Kesinilah kita semua harus menudju: mendirikan susationale
Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari Ujungdsera sampai ke
Irian. Saja jakin tidak ada satu golongan diantaaa-tuan yang tidak
mufakat, baik Islam maupun golongan jang dinamakgriongan
kebangsaan’. Kesinilah kita harus menudju semuanfdalam,
Swantoro, 2002: 294)

Sehari sebelum Soekarno mengemukakan pandanganeggenai
batas wilayah Indonesia, Mohammad Yamin sudah terdidalam rapat
Badan Penyelidik (29 Mei 1945 dan diulangi 31 M@43) mengenai daerah

negara yang batas-batasnya diilhami oleh ‘welintggtamen politik Gajah
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Mada’. Menurutnya, tanah tumpah darah bangsa Irgil@ngi meliputi juga
Semenanjung Malaka seluruh Kalimantan termasuk wadéradan Brunei
sekarang, seluruh Papua, di samping wilayah yaagkkinal sekarang sebagai
bekas wilayah jajahan Hindia-Belanda. Gagasan nmend®atas wilayah ini
akhirnya diselesaikan dengan pemungutuan suaralnjagagasan Yamin
(yang melanjutkan gagasan Gajah Mada tersebut) mgematlak, 39 dari
jumlah 66 suara, mendukung Yamin. Saat itu yargfajikan sebagai wilayah
Indonesia Merdeka oleh para pendiri konstitusi pugli bekas wilayah
Hindia-Belanda, ditambah dengan Malaya, Borneo dJtd&?apua, Timor
Portugis dan pulau-pulau sekitarnya. Soekarno damily termasuk dalam
kelompok yang mendukung batasan ini, 19 orang dslegemilih hanya
bekas wilayah Hindia Belanda, termasuk New Guinsadangkan 6
diantaranya memilih wilayah bekas jajahan HindidaBéa, tidak termasuk
New Guinea. Mohammad Hatta termasuk dalam kelommatoritas dan
berpendapat bahwa mereka yang berseberangan dkelgampoknya dapat
dikategorikan sebagai ekspansionis dan imperialis.

Hatta menolak tegas pernyataan Yamin yang menyatadawa orang
Papua adalah orang Indonesia, karena menurutnyakeneadalah orang
Melanesia. Hatta meminta agar diadakan penentusibh saendiri untuk Papua
Barat, serta menyatakan bahwa orang-orang Papuaalkberatas
kemerdekaannya. Dengan nada sinis Hatta mengatdiukan tidak
mungkin kita belum puas dengan Papua saja, tetapigkin juga akan
menginginkan Kepulauan Solomon dan wilayah-wilal@h sampai sejauh
pertengahan samudra Pasifik”. (Tapol Growest Papua: The Obliteration
of a People Tapol, UK, 1982: 16, direproduksi dalam, Osbor2@Q1: 29)
Gugurnya gagasan mengenai wilayah itu terjadi psedd saat akhir, yaitu
tanggal 18 Agustus 1945 dalam rapat Panitia Pesiagemerdekaan
Indonesia (dimana Yamin tidak menjadi anggotanydasan pembatalan
keputusan itu juga bukan muncul dari anggota sidaredainkan karena aspek
eksternal, yaitu tidak mendapat izin dari penguagsng.

> Mengomentari peristiwa ini, Marsillam Simanjuntakmgatakan: “Dan episode kecil
ini menyadarkan, betapa keputusan bersama paraugemykonstitusi mengenai wilayah
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Konsepsi wilayah yang dikemukakan baik SoekarnopuaauYyamin
sebenarnya bertolak dari garis yang sama, yaitiasHatas wilayah
kekuasaan yang diwariskan oleh kolonialisme BelanBalam masa
penjajahannya yang panjang, pemerintah Belandak tilanya telah
menggalang orang-orang dari berbagai bahasa dam&ghan ke dalam satu
kesatuan politis, dan pada tahap selanjutnya tumtemjadi satu ‘kesadaran
kelompok’, tetapi juga dalam menetapkan batas-batésyahnya. Tetapi
menurut George MT. Kahin (1995:49-50), perbatasaongrafis wilayah
nasionalisme Indonesia tidak hanya ditentukan gbehbatasan wilayah
pengawasan politis Belanda. Karena sebelum kedataBglanda, batas-batas
itu sudah ada, yaitu batasan dibuat oleh dua kerdjasar pada abad ke 9 dan
14, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa jagakgkuasaan Sriwijaya
mencapai hampir seluruh Hindia, laut Tiongkok Selatsebagian India dan
menaklukkan Kamboja. Batasan mengenai kejayaan tahsani, menurut
George Kahin, sangat penting bagi perkembangan kibasuyang mendasari
perkembangan nasionalisme.

Di samping masalah kesatuan teritori, menurut Gedviy. Kahin
(1995: 50-53) sejumlah aspek lain yang menjaddpeang bagi munculnya
nasionalisme, rasa persatuan Indonesia adalah,aaigéam, bahasa kesatuan,
volksraad (majelis rakyat) dan surat kabar. Bahwa lebih 01 persen
penduduk Indonesia menganut Islam, jelas meruptlddar terpenting yang
mendukung pertumbuhan suatu nasionalisme yangderpégama Islam
bukan hanya suatu ikatan biasa, ini benar-benanpa&an semacam simbol
‘kelompok dalam’ (n group) untuk melawan pengganggu asing dan penindas
suatu agama berbeda,” tegas Kahin (1995: 50). Damigula keberadaan
bahasa kesatuan Indonesia, telah memberi identag jelas antara orang
pribumi yang terjajah dengan orang Belanda yangapdn Keberadaan
volksraad yang merupakan perwakilan tertinggi lsadliruh rakyat Indonesia

telah menyatukan semua orang dari berbagai wilkeglilauan yang ada di

kedaulatan negara yang merdeka, harus takluk keketida kekuatan di luarnya, yaitu Terauci
Kakka (panggilan kehormatan Marsekal Terauci Hisgiemimpin tertinggi tentara Selatan
Jepang yang berkedudukan di Saigon).” (Simanjurite84: 249)
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Indonesia. Yang tak kalah penting untuk dicatatpunet Kahin, pertumbuhan
dan persebaran nasionalisme dirangsang kuat oledrcasa penyebaran
gagasan akibat perkembangan surat kabar yang meaiggu bahasa sehari-
hari dan radio. (1995:54).

Tumbuhnya nasionalisme yang sangat kuat dibingleti perspektif
kesatuan teritori itu, terus berkembang jauh padasaamasa setelah
proklamasi kemerdekaan. Dalam berbagai event keagganada kebanggaan
akan kebesaran bangsa selalu muncul dari pidata pamimpin politik.
Kebesaran jumlah penduduk, keluasan wilayah, keaagkman dan
kekayaan budaya, kekayaan sumber daya alam yaiiy beglimbah, selalu
menjadi kebanggan tersendiri bagi para elite politidonesia. Lagu ‘Dari
Sabang Sampai Merauke’, yang seringkali dinyanyikaeda upacara
memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus, menakedbanggaan akan
kebesaran Indonesia. Dalam berbagai event itualses#tiap orang hendak
diingatkan, bahwa Indonesia pertama-tama adalahakebegeri yang besar
secara teritori dan indah secara geogfafis.

Tetapi rasa bangga akan kebesaran bangsa itu bigiddenti hanya
sampai di situ. Melainkan telah melangkah lebihhjauenjadi ‘perumus
langkah’ yang lebih bersifat ekspansifial itu antara lain tampak ketika
gagasan Soekarno tentang sebuah wilayah kesatngrdigasarkan pada satu
bentuk ‘geopolitik’ (yang menganggap keberadaaraysih sebuah negara
sebagai suatu yang alamiah), menuntunnya untuk kuoicia
‘pengganyangan’ atas Malaysia pada tahun 1963 (mekisan yang
dikemukakan adalah untuk menggagalkan pendirianagelmegara boneka

kekuatan neokolonialisme dan imperialisme) dan jgpua pada tahun 1965,

6 Mengutip satu survei kecil yang dilakukan oleh ngdwa Universitas Atma jaya
Yogyakarta pada tahun 2001, Donald K. Emmerson ataticketika seseorang ditanyApa
yang Anda bayangkan ketika pertama kali mendengtx kndonesia’? mayoritas jawabannya
adalahtentang geografi dan alamny®enyusul kemudian 3 aspek secara berurutan; tedga
dan konflik’, ‘agama dan budaya’ dan ‘kebesaradisianya. (Emmerson, 2005: 60)

" Secara sederhana, rasa kebanggaan akan bangsayailg kemudian diberi nama
‘nasionalisme’. Dan salah satu wajah dari nasisnai adalah munculnya kerelaan bagi
seseorang atau satu kelompok orang untuk mengababkkan hanya nyawa orang lain,
nyawa sendiri pun sanggup dikorbankan. Pembahasag mendalam mengenai hal ini bisa
dilihat dalam buku Andersommagined Communities: Reflections on the Origin &mlead of
Nationalism(1983)
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kemudian dituntaskan oleh Soeharto pada tahun 1%&fak hanya itu,
Soeharto kemudian juga berusaha memasukkan TimmurTke dalam
wilayah Indonesia, yang kemudian ditandai dengatandatanganinya
Deklarasi Balibo pada 1975 (Pernyataan tentanggamgqgan Timor Timur
dengan Indonesia), suatu kebijakan yang kemudidrtdraukti gagal setelah
menumpahkan darah ratusan ribu jiwa.

Menurut tinjauan mengenai aliran-aliran pemikiraolitik yang
dilakukan Hadiz & Bourchier (2003), Indonesia pad®65 diwarnai oleh
munculnya empat pemikiran politik utama, yaitu: angisme, pluralisme,
Islam dan radikalisme. Menurut Bourchier & Hadirganisisme adalah yang
paling dominan dibanding ketiga yang lain. Orgams adalah ideologi
resmi Orde Baru, yang gagasan intinya adalah memndgetertiban, harmoni
dan hierarki. Menurut aliran ini, otoritas di nemaindonesia harus
mencerminkan pola-pola yang ditemukan dalam kehaargdisional dan
masyarakat pedesaan yang tertib. Mereka menolakukisme maupun
liberalisme karena dianggap menimbulkan perpecatian,itu tidak sesuai
dengan kepribadian nasional Indonesia. Aliran péeank organisisme
sebagian berakar pada tradisi aristokratis Jawa skbagian lagi pada
pemikiran Eropa yang antipencerahan, yang menyetsagalui pengaruh
pemabaru-pembaru hukum Belanda. Aliran pemikirain sengat terkenal
sebagai ‘integralisme’ yang diungkap Soepomo daatang-sidang Majelis
Konstituante. Warisannya yang paling nyata di lredoa adalah prinsip
korporatis dalam organisasi politik yang didukurghomiliter dan sejumlah
sekutunya. Aliran ini juga yang membantu menopasigrah dwifungsi, yang
menetapkan bahwa militer memiliki peran sosialifolatas adasar bahwa
militer merupakan bagian integral dari ‘keluargaional’. Tetapi yang paling

mendasar dari paham ini adalah:

Coupling developmentalism with the idea that thetestand society
were part of the same ‘big family’ enabled his goweent to

constitute opposition to itself or its developmpmgrams as no only
disloyal, but also an affront to Indonesian culturarms. Organicism
provided the grounds for a rejection of a wholegemf practices,
from adversarial party politics to the separatibpaver and voting in
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parliament, which were all held to reflect libestd individualistic

modes of social organizations imported from thetWéBourchier &

Hadiz, 2003: 9)

Memeriksa secara seksama tentang gagasan-gagasarpraleik
politik Orde Baru, Daniel Dhakidae (2003) menggarkba betapa rezim
tersebut tak ubahnya sebuah rezim fasis. Dan adatbbnggak utama rezim
seperti itu.Pertama ide tentang kesatuaKedua ide tentang tata tentram.
Ketiga ide tentang ke-tengah-an, seperti dalam semboyarg selalu
diulang-ulang bahwa Pancasila bukan kiri, bukarakawlemokrasi Pancasila
bukan kanan bukan kiriKeempat negara organik, yang dalam kosakata
politik Indonesia lebih dikenal dengan negara irdaéstik. Kelima, organisasi
karyawan yang pada akhirnya membentuk negara karyaengan Golongan
Karya sebagai puncak dari seluruh paradigma itanipir semua faktor yang
disebut di atas menghantarkan penulis buku innini®aDhakidae) untuk
melihat Orde Baru sebagai suatu rezim neofasisnieeniitegas Dhakidae
(2003: 249)

Anggapan Dhakidae tampaknya tidaklah berlebihan,ngngat
argumen-argumen politik yang dijadikan pijakan bkegbijakan Orde Baru
yang memang sangat otoriter. Mulai dari kebijakasi fpartai politik, asas
tunggal, dwifungsi ABRI, normalisasi kehidupan kammp(NKK/BKK),
hingga monoloyalitas, semua bermuara pada anggsgpaang ‘keluarga
besar’ dan ‘integralisme’ yang menjadi basis dasiaan politik Organisisme
Soeharto ini. Dari rangkaian peristiwa ini dapatihdt adanya satu
kesinambungan konsepsi dan langkah akan obsesi em&ngnegara
kesatuan’. Obsesi akan sebuah negara kesatuaadtu graktiknya menjadi
sebuah langkah yang berwajah ganda: ke dalam &essihgat membatasi

(membelenggu warga negara sendiri), dan ke luarfabegkspansif.

& Memadukan paham pembangundavelopmentalishdengan gagasan bahwa negara
dan masyarakat yang merupakan bagian dari ‘keluaegar yang sama, memungkinkan
pemerintah menggolongkan oposisi terhadap dirinjau aterhadap program-program
pembangunannya sebagai bukan hanya tidak setiajmkah juga meremehkan norma-norma
budaya Indonesia. Organisisme memberi dasar bawgilglean tergadap segala macam praktik,
mulai dari politik partai yang bermusuhan sampalgppembagian kekuasaan dan pemungutan
suara di parlemen, yang kesemuanya dianggap nmksigée cara-cara liberal dan individualis
dan organisasi sosial yang diimpor dari Barat.
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Pengalaman berkonfrontasi dengan Malaysia, ‘pendagbaPapua dan
integrasi Timor Timur adalah contoh penting untuksiks yang terakhir.
Dengan dalih hendak mengintegrasikan wilayah yanmgemang sudah
semestinya menjadi bagian dari Indonesia, sekaligesjaga kedaulatan
negara sendiri dari ancaman luar,” tindakan ekspansa dibenarkan,
menurut alira organisisme ini.

Argumentasi mengenai ‘negara kesatuan’ dan ‘landgagkah
integratif’ tersebut belakangan banyak menuai Kritikarena pada
kenyataannya hal itu justru menimbulkan perlawangang justru
berkebalikan dari semangat ‘negara kesatuan’ idise Apalagi belakangan
juga semakin luas dipahami bahwa dalam semua langkag berkaitan
dengan ‘politik integrasi’, Indonesia lebih banydklominasi oleh agenda-
agenda asing. Cukup banyak informasi mengenailletan sejumlah negara
asing, di balik ‘politik integrasi’ yang dilakukamleh Indonesia, khususnya
terhadap Timor Timur. Demikian pula politik integrayang dilakukan
terhadap Aceh, Riau dan Papua, justru terlalu Bang@enimbulkan
kekecewaan pada masyarakat setempat dan juga tegjakamanusiaan.
Ujungnya, bukan kesatuan yang dicapai, melainkatryuketercerairaian.
Kemarahan, kekecewaan, perlawanan dan akhirnyakageraeparatisme
menjadi marak di daerah-daerah. Politik integrasional, yang sebenarnya
merupakan obsesi akan penyatuan bangsa justruubgrypada tragedi
kemanusiaan. Sesuatu yang jelas-jelas bersebarardgn cita-cita
kemerdekaan yang semula hendak mewujudkan keastikial, kesejahteraan

bersama dan ketertiban dunia.

5.C. Miss Suci Sang Pembebas: Dalih Penguasa kolonial

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemeritridbnesia
pasca kemerdekaan, khususnya pada periode panjalegBaru, didasarkan
anggapan bahwa masyarakat Indonesia pada umumngih mi@am taraf
tradisional dan terbelakang. Karena itu yang petilakukan adalah

modernisasi yang menuntut terjadingarubahan dan pembaharuan sistem
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nilai-nilai. Seperti diungkapkan oleh salah seorang penggaigasa Orde
Baru, Ali Murtopo, yang menulis:

Dalam masyarakat Indonesia yang umumnya masitstoangil,
modernisasi merupakan dan menuntut terjadipgaubahan dan
pembaharuan sistem nilai-nilaDengan demikian modernisasi berarti
mengubah norma-norma yang tidak berfungsi lagi rmdala
perkembangan masyarakat serta norma-norma yang hasibgt
perkembangan. Perubahan harus terjadi dalam lingkenqubahan
integral dan tidak saja terbatas pada perubahammdahspek
penghidupan sosio-kultural, tetapi mencakup pupelksspek teknis,
ekonomis, politis dan lain-lainnya. Adalah kenyatdzahwa dalam
mengadakan perubahan-perubahan integral, waktkel@ndak yang
terdapat dalam masing-masing aspek tidak selaljalaer secara
singkron.... Dengan sendirinya proses modernisaskttdrlepas dari
konflik-konflik yang timbul akibat proses ini, dima norma-norma
baru akan berkonflik dengan norma-norma tradision@leh
karenanya, proses modernisasi memerlugarencanaan perubahan
sosio-kultural dan perencanaan perubahan secara umum. (Murtopo,
1981: 59-60)

Kesadaran yang tinggi akan pentingngarubahan dan pembaharuan
sistem nilai-nilai’ dan juga perencanaan perubahan sosigang kerapkali
diiringi dengan konflik-koflik, sejak awal ditegamk oleh Orde Baru, juga
sekaligus tentang apa yang hendak dilakukannyaekard Adalah menjadi
ambisi Orde Baru untuk menggarap semua bidang kpaid sedemikian
rupa, sehingga semua menjadi maju, dan modern;uapagrga yang harus
dibayar. Dalam kerangka ini pulalah politik integiraasional dijalankan, tak
terkecuali terhadap keempat daerah yang menjadsfetudi ini: Aceh, Riau,
Timor Timur dan Papua. Tetapi apa yang terjadi didgakukan pemerintah
Indonesia terhadap keempat daerah tersebut, padgatkenya telah
menimbulkan sesuatu yang berkebalikan dari yangldledilakukan. Bukan
kemajuan dan kemakmuran yang dicapai, melainkatmujuserusakan dan
pengorbanan (harta dan jiwa) di pihak masyarakaa pang digambarkan
sebagai ‘konflik’ dalam pandangan Murtopo, dalanmygaannya di dalam
kehidupan masyarakat adalah sebentuk penindasempekan, pembataian
bahkan penghancuran etnik. Itulah alasan di baldfaganan tajam

ditunjukkan masyarakat di keempat daerah tersebritatlap pemerintah
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Indonesia selama ini.

Gagasan mengenai ‘kemajuan’, ‘peradaban’ dan sebagayang
serba indah dan normatif itu, dalam kenyataannygdahdelah menjadi dalih
dan logika yang dikemukakan oleh kekuasaan kolsniadebagai alat
pembenar bagi tindakan-tindakannya terhadap sasyarekat yang hendak
dijadikan koloni. Sebagaimana yang pernah dikatalsajarawan dari
Queensland University, Australia, Robert Cribb (@992), bahwa dorongan
akan kewajiban bangsa Eropa untuk mengajarkan-milki luhur Eropa-lah
yang membuat bangsa Eropa menjajah negara-negawa yang dianggap

sebagai masih primitif dan tak berbudaya. Sepéttisi Cribb:

...the colonial administration began to hear thenstall of a
mission civilisatrice An important part of the ideology of late
European imperialism, this was the idea that Euanpéhad a duty to
impart to those whom they ruled the supposed lrigssof western
civilization. The resulting expansion of Europedsisguage education
opened a hole in the colonial edifice through whwestern ideas
could be transmitted to and diffused among largalmers of people in
the archipelago. These changes made the first aadks of the
twentieth century an intellectually lively time ofearning and
questioning in the archipelado.

Kisah ‘perjuangan’ bangsa Eropa untuk ‘memperadabkeangsa
yang dianggap primitif dan tak berbudaya, merupag&arnta klasik yang
tendensi sebenarnya telah dibongkar habis oleh ek@éan Palestina
(kemudian menetap di Amerika Serikat) Edward Saalamd berbagai

karyanya'® Salah satu karyanya yang paling terkenal dan mantahadalah

° ..pemerintah kolonial mulai mendengar panggiaission civilisatrice suatu aspek
penting dari ideologi imperialisme Eropa waktu itMenurut gagasan itu, orang Eropa
mempunyai kewajiban mengajarkan kepada pendudu§ geereka kuasai apa yang dianggap
sebagai berkat peradaban Eropa. Perluasan pendidiitam bahasa Eropa yang mengakibatkan
terbukanya celah di bangunan kolonial lewat maraBidrat dapat disebarkan diantara sejumlah
besar penghuni nusantara. Perkembangan ini meajadika dekade pertama abad kedua puluh
di Nusantara suatu masa yang secara intelektuajgaégahkan sebagai kesempatan belajar dan
bertanya

19 Egward Said lahir pada 1 November 1935 di Jeruss@larat. Sekolah dasar dan
menengah ditempuh Said di Jerussalem dan MesielaBeitu ia melanjutkan kuliah hingga
memperoleh gelar BA di Universitas Princeton, ArkarSerikat. Sementara itu gelar MA dan
Ph.D diperoleh dari Universitas Harvard, Amerikad® tahun 1974, dia menjadi visiting
Professor of Comparative Literature di Harvard, daama 1975-1976 menjadi anggota di
Center for Advance Study in the Behavioral Sciedc&tanford. Pada 1977, dia menyampaikan
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Orientalism (1978). Dalam buku ini, Said antara lain menckaita pidato
Arthur James Balfour di depan Majelis Rendah Irgygada tahun 1910, yang
intinya mendukung (dan mengharuskan) pendudukagrigatas Mesir,
karena menganggap bangsa Mesir adalah bodoh dak tidampu
menjalankan pemerintahan sendiri yang lebih baik debih beradab
dibandingkan dengan Inggris. Kaum kolonial Eropanaorut Said, selalu
membuat kategori-kategori nilai yang memposisikanpB pada sisi yang
terhormat; sementara Timur (Asia, termasuk Arabgagai sisi terhina, seperti
kategori; orang Timur itu irasional, bejad, amordgn kekanak-kanakan;
sementara orang Eropa adalah rasional, berbudr,lwlmwasa dan normal.
Said membongkar logika tautologis yang mengenddgdaalar intelektual
Barat, yang selama ini telah disuntikkan dalamakang massif ke seluruh
penjuru dunia. Dianggap tautologis karena, men&aid, argumen kaum
kolonialis Eropa ini sangat sederhana, yaitu balsgégma ini orang Timur
dianggap jahat karena dia orang Timur, sementaaagoEropa dianggap
unggul ya karena dia orang Eroja.

Logika dan dalih ini dapat kita bandingkan dengpa yang dilakukan
pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papudidzsor Timur. Dalam
kasus Timor Timur, misalnya, Indonesia selalu m&igememiliki
kepentingan tertentu kecuali untuk membantu makgaréersebut untuk
memperbaiki taraf kebudayaan mereka; untemberibukanmeminta Dan

selama masa pemerintahannya di Timor Timur, penadrimdonesia (yang

Gauss Lectures in Criticismdi Princeton, dan pada 1979 dia menjadi Visitimof€&ssor of
Humanities di John Hopkins. Setelah itu dia menj&dirr Professor of English and
Comparativedi Universitas Columbia. Said menulis buku pertayaaloseph Conrad and the
Fiction of Authobigraphy (1966&aat ia menjadi asisten dosen muda Universitasn@ma. Said
menulis sekurangnya 20 buku, yang diterjemahkafeli dari 36 bahasa dan diterbitkan di
seluruh penjuru Eropa, Afrika, Asia dan AustraBalkunyaBeginnings: Intention and Method
(1975) memenangkan Lionel Trilling Award tahun pemd, yang diberikan di Universitas
Columbia. Pada 1978 bukunya yang paling terk&daéntalism menjadi pemenang kedua
dalam kategori kritik darNational Book Critics Circle AwardKarya-karya Said yang lain,
diantaranyd he Questions of Palestine (1979), Covering Isla@81), The World, the Text, and
the Critic (1983), After the Last Sky (1986), Blagithe Victim (1988), Musical Elaborations
(1991), Culture and Imperialism (1993), Represeatet of the Intellectual (1994), The Pen and
the Sword (1994), Peace and Its Discontents (19815, Politics of Dispossession (1955)

1 The crime was that the Oriental was an Orientad, ia is an accurate sign of how
commonly acceptable such a tautology was that igdcloe written without even an appeal to
Europeans logic or symmetry of mind. (Said, 1979: 3
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didominasi oleh orang Jawa dan tentara) mencobaygaati seluruh tradisi
lokal yang dianggap primitif tersebut dengan tradiawa. Seperti ditulis

Taylor berikut ini:

Semua aspek kebudayaan lokal ditekan, ketika patadrimulai
melaksanakan rencana pembangunannya. Nilai-nilayanakat Jawa
secara sistematik disuntikkan ke semua lembagadgantutama di
Timor Timur untuk memberikan orientasi kembali pagjga yang
disebut dalam surat kabar tentara sebagai ‘masytayag primitif’
dan terbelakang seperti yang ada di Timor Timuay(@r, 1998: 197)

Dalam konteks ini, apa yang dianggap sebagai hilair hanyalah
tradisi budaya Indonesia (khususnya Jawa), sensetrdisi lokal yang ada
di Timor Timur harus diganti karena dianggap prifrtidak sesuai dengan
nilai kemoderenan. Demikian pula penggunaan bal2issemua sekolah di
Timor Timur, selain sekolah Katolik, penggunaandshTetum dan Portugis
dilarang. Sementara kebudayaan Jawa diperkenakearss sistematik dan
terus menerus melalui penggunaan satu-satunya @alkagu bahasa
Indonesia. Dalam pengajaran, tekanan kuat dibekaia Pancasila, ideologi
nasional Indonesia, pada nilai-nilai masyarakatalaan pada kebudayaan
militer. Dalam derajat yang berbeda, juga muncuidamgan yang benar-
benar sangat merendahkan masyarakat Timor Timumg yayaris
menyamakan masyarakat tersebut dengan binatanginggah layak
diperlakukan semena-meffa.

Gambaran mengenai ‘missi peradaban’ yang diembsnm#merintah
Indonesia terhadap Timor Timur ini, juga tampakadalsebuah buku yang
disusun oleh sejumlah bekas tentara Indonesia,yZAokvar Makarim dkk,
Hari-hari Terakhir Timor Timur: Sebuah Kesaksigmt). Dalam buku ini
antara lain dipaparkan betapa ‘tidak tahu terimikgm orang Timor Timur’
kepada Indonesia yang sudah mengorbankan begityakdanaga, pikiran

dan dana untuk kemajuan masyarakat di wilayahhatsgang karena begitu

2 Contoh untuk ini adalah apa yang diungkapkan sletrang tentara berikut ini:
‘Kami tentara Indonesia tidak membutuhkan orang ofinKami berhungan dengan orang
Timor seperti kami berhubungan dengan babi—kami jagaih mereka kapan pun kalau
mungkin.” (dari sebuah makalah yang disajikan dataen Fourth Christian Consultation on
East Timor 22-24 Januari 1990, Lisabon, direproduksi dal&éayjor, 1998: 296)
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besarnya dana yang digelontorkan (mencapai lebih2®® juta dolar AS
setiap tahun) sehingga sering membuat daerah/idpin cemburutoh pada
akhirnya mereka minta kemerdekaan juga. Dikatakaand buku tersebut;
“Perhatian yang luar biasa besar ini sering menirtkan kecemburuan
propinsi lain. Namun demikian, walaupun sudah b&ny@engorbanan
pemerintah Rl demi kemajuan Timtim, ternyata masli rakyat Timtim yang
menolak integrasi”(Makarim, tt: 56)

Dan yang juga sangat jelas bagaimana pemerintalonésih
memandang begitu rendah Timor Timur, karena seotahg Timor Timur-
lah yang selama ini memerlukan Indonesia, adalahypgan Menlu Al
Alatas saat mengumumkan pemberian opsi referendagn Gmor Timur
pada tahun 1999. Didampingi Menteri Penerangan ¥uNosfiah dan
Penasehat Politik merangkap Juru Bicara Presidemi Bertuna Anwar,
Menteri Luar Negeri Ali Alatas Menjelaskan hasid&ng Kabinet hari itu

kepada para wartawan sebagai berikut:

“...Satu alternatif yang antara lain didengung-dermyguam oleh
lawan-lawan kita adalah menerima otonomi itu sedasas 5 tahun
sampai 10 tahun, Pemerintah RI terus melaksanaisomi, dengan
lain perkataan mereka bebas sebebas-bebasnydekisamembiayai
mereka, tidak ada biaya nasional sendiri, kita ls@gala macam,
setelah sepuluh tahun berlalu mereka katay@odbye terimakasih.
Itu usul mereka. Kita katakan itu tidak akan jaldetapi harus ada
alternatif. Bagaimana alternatif penyelesaiannymesti saya katakan
tadi, kalau setelah 23 tahun tetap tidak dimenglemi dihargai, tetap
tidak bisa dilihat bahwa Indonesia itu masuk ke tirimbukan untuk
mencapai sesuatu tetapi untuk memberi, maka tidaklah banyak
cingcong, 5 tahun, 10 tahun, tidak ada itu. Seka&alah kita keluar.
Artinya, kalau rakyat Timtim tidak mau penyelesaiiamgan otonomi,
maka kita akan mengusulkan kepada SU MPR untuk rueshkan
bahwa kita mencari bentuk dimana kita bisa berpssara terhormat
dan baik-baik, tidak secara jelek-jelek.” (Hari@oara Timor Timur
28 Januari 199, dalam, Makarim dkk, tt: 31)

Pernyataan Presiden Habibie juga cukup jelas meaidap Timor
Timur sebagai daerah yang hanya menimbulkan keamnbagi Indonesia,
sehingga ia ingin masalah Timor Timur diselesaikarepat mungkin. Dalam

sebuah pertemuan dengan pimpinan DPR pada 4 Feb8®®, pada Munas
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Kadin Indonesia 11 Februari 1999, juga pada acdatusahmi dengan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 12 Februa®99, Habibie selalu
mengungkapkan betapa misi Indonesia tidak lain &aimgin membantu
masyarakat Timor Timur agar lebih maju. Pada aaasaa tersebut yang
selalu disiarkan TVRI dan sejumlah televisi lainnij@ menegaskan bahwa
tahun 2000 masalah Timor Timur sudah harus sel8saji Habibie Timor
Timur merupakan masalah yang harus segera ditiariask mengibaratkan
kasus Timor Timur kini seperti infeksi yang haregera disembuhkan atau
bahkan disingkirkan. la mengatakan:

“Jika terjadi infeksi usus buntu di tubuh kita, masangatlah masuk

akal jika infeksi itu harus segera disingkirkan eyt mungkin

sebelum menjalar ke seluruh tubuh. Keputusan mmeaermntegrasi

Timtim ke wilayah Indonesia adalah tindakan kemémars semata.

Tetapi keuntungan apa yang Indonesia peroleh? Sudaya alam?

Tidak. Sumber daya manusia? Tidak. Teknologi? Tidekmbang

emas yang berlimpah? Tidak. Batuan dan lemparar? bé&t, benar!”.

(Pernyataan Habibie ketika menerima delegasi da®uddnwvesi Utara

pada 23 Februari 1999, dalam Makarim, it: 57)

Demikian pula terhadap Papua. Indonesia memasuBapua ke
dalam wilayah NKRI dalam sebuah operasi militerg/diberi nama “Operasi
Pembebasan Papua”. Misi Indonesia masuk ke wilgyamenurut Menteri
Subandrio diibaratkanuhtuk membuat mereka turun dari pepohonan, atau
jika perlu dengan menyeret merékatau dalam bahasa Daoed Yoesoef,
menteri Pendidikan dan Kebudayaanemoderenkan masyarakat meski itu
butuh waktu untuk menghilangkan tradisi yang meiaahat’ (Osborne, 2001.:
290). Sementara itu, Menlu Moctar KusumaatmadjajJanda sebuah
wawancara dengan televisi Australia mengataKanyang sedang kami
lakukan di Irian Jaya adalah memperkenalkan maskaitrd&rian—tidak dapat
disangkal bahwa mereka mempunyai level budaya yaeewpeda—pada
budaya yang dominan dalam kehidupan masyarakatnesia. Dan saya
merasa tidak ada salahnya dengan hal itu...karenaek#rakan menjadi
bagian dari bangsa Indonesia(TV ABC, Mei 1984, direproduksi dalam,

Osborne, 2001: 291)
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Upaya memoderenkan masyarakat Papua, agar ‘sejdmmgan
masyarakat Indonesia pada umumnya, pada tingkatentar justru
menimbulkan persoalan yang menggelikan sekaligusyetehkan. Salah satu
kasus untuk ini adalah, pengenalan lagu-lagu uahak-anak sekolah Papua,
yang syair lagunya sudah biasa dinyanyikan olehk-anak Jawa pada
umumnya, yang berbunyangun tidur ku terus mandi/tidak lupa menggosok
gigi’/habis mandi ku tolong ibu/membersihkan tentmhirku. Syair lagu ini
mungkin biasa bagi anak-anak Jawa yang tidak adsog@l@n dengan air.
Tetapi bagaimana dengan anak Papua yang jarang@itmenemukan air,
atau hanya menemukan air di sungai atau di laut?y®teari hal ini, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notosusanto pad@n 1984
menyarankan agar dicetak buku pelajaran khusuk amak-anak Papua. Saat

itu ia mengatakan:

Saya dapat membayangkan betapa sulithya anak-akalak di Irian

Jaya mempelajari sebuah lagu yang terdapat dalddu palajaran

mereka, karena kata-kata yang digunakan di dalgmtiersebut tidak

pernah ada dalam kehidupan sehari-hari merekaoBoyd lagu anak-
anak:bangun tidur ku terus mandi/tidak lupa menggosak/lgabis

mandi ku tolong ibu/membersinkan tempat tidurBagaimana bisa
mereka tahu akan keindahan lagu itu, kalau meralak tpernah
mandi, tidak pernah menggosok gigi dan tidak petahh seperti apa

rupa sebuah tempat tidur?’Indonesia Times 14 Juni 1984,

direproduksi dalam, Osborne, 2001: 292)

Berbagai upaya ‘asimilasi’ dan ‘akulturasi’ terudakiukan oleh
pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua diargi primitif ini.
Bahkan upaya-upaya tersebut dilakukan melalui péasbha angka kelahiran
warga asli Papua pada satu sisi, dan memperbaunyd&l) pendatang melalui
program transmigrasi pada sisi yang lain. Sehinggamgan demikian
diharapkan jumlah warga Papua yang berkulit hitaan derambut kriting
terus berkurang. Gubernur Irian Jaya, Isaac Hindpada tahun 1984
memprediksikan bahwa dalam kurun lima puluh (5Butemendatang, orang-
orang Papua tidak akan lagi berambut kriting tet@mn berambut lurus
seperti umumnya orang Indonesia lainnya. (Osbor2@)l: 298) Jika

demikian yang terjadi, maka boleh jadi, yang seguhgya berlangsung
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bukanlah sebuah proses ‘pemeradaban bangsa’ mmtaprkses ‘pelenyapan
bangsa’.

5. D. Lebih dari Sekadar Modernitas; Kritik atas Teori Gellner

Tak ada yang aneh dari upaya sekelompok elite aelgaru untuk
membangun negaranya sedemikian rupa, sehingga aneegara yang maju,
modern dan sejahtera. Dan tak ada yang salah pgiaehte politik sebuah
negeri yang memobilisasi masyarakatnya untuk terlilblalam upaya
perbaikan semua lapangan kehidupan. Tetapi akajadideliru jika upaya-
upaya tersebut justru menghancurkan sendi-sendidiggdn masyarakat
(meskipun hal itu dikatakan sebagai kehidupan sradal dan primitif) yang
sudah terbangun dan dijaga begitu lama oleh madstaj@uh sebelum entitas
yang bernama negara nasional itu sendiri munculalap jika upaya
membangun negeri itu pada kenyataannya justru meiminasyarakat
terpuruk dalam jurang kehidupan yang nista. Dalamtéks inilah semua
klaim atas nama modernisasi, pembangunan, nhasomktau apa pun, harus
diperiksa kembali di hadapan sejarah kemanusiaan.

Imuwan sosial menamai satu ideologi yang berbasislipada
semangat kebangsaan dan pada umumnya diarahkanpbadangunan
sebuah bangsa (khususunya yang baru merdeka daniddsme pada tahun
50-an) sebagai ‘nasionalisme’. Sangat banyak dgefméengenai kosa kata ini,
yang satu sama lain bisa jadi sangat berbeda. €@&ian banyak gagasan
mengenai nasionalisme tersebut, di sini hanya akdiskusikan dua nama
saja, yaitu Ernest Gellner dan Anthony Smith. Ritihini jelas bersifat
arbitrer, oleh karena keterbatasan yang ada, yang tidakumgiimkan dalam
studi ini membuat sketsa atau pemetaan yang lengkap teori tentang
nasionalisme sejak pertama kemunculannya hingga yartakhir. Dipilihnya
Gellner atas dasar anggapan bahwa tampaknya, apa sgcara empirik
ditunjukkan studi ini (kasus integrasi nasional gyatilakukan pemerintah
Indonesia) menggambarkan pergulatan suatu bangsg bagitu kental

dengan apa yang disebut modernisasi, dan tepat tjikddu pulalah yang
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menjadi tesis dasar pemikiran Gellner tentang masgme. Sementara itu
Anthony Smith, dipilih di sini, atas dasar pemikirhahwa gagasan Smith
(meski berseberangan) dalam banyak hal telah meenhgagasan Gellnét.
Jadi, Gellner dihadirkan bersama Smith, di sinigggnharapan bisa menjadi
suatu diskusi intensif, untuk melihat kasus empyakg menjadi fokus studi
ini.

Pertama-tama kita tinjau tentang rumusan mengersgmalisme yang
dibuat oleh Ernest Gellner. Gellner mengajukanimgar pada tahun 1964,
dalam dua konteks. Yang pertama, adalah pengamatapiris atas
gelombang kebangkitan nasionalisme di Maroko. Das@ellner melakukan
pekerjaan antropologinya. Dan kedua, konteks t€aliner lainnya adalah
tantangan intelektualis dari koleganyaldindon School of EconomicElie
Kedourie. (Smith, 2002: 78) Kedourie mengatakanwazamasionalisme
adalah doktrin yang ditemukan di Eropa pada awablae-19, secara lebih
spesifik di Jerman pada tahun 1806-1807 oleh Jolawuttiob Fichte dalam
karyanya yang berpengaruAdresses to the German NatioRenyebabnya
adalah baik faktor intelektual maupun sosial. Diuspihak, nasionalisme
merupakan doktrin mengenai kehendak yang dikhotahideh kalangan
Jerman Romantik, dan mewakili kolektivisasi ideddal Immanuel Kant
mengenai otonomi kehendak serta penerapannya dabmpok-kelompok
budaya, dan terutama linguistik, yang merupakarusokerhatian Johann
Gottfried Herder dalam keragaman budaya. Bagi Kedpbaik penekanan
Kant pada kehendak bailgdod wil) sebagai kehendak bebaseé will)
maupun komitmen Herder pada pengalaman otentikmked&-kelompok
budaya pribumi, sama-sama merupakan produk dagiaugsionalis zaman
pencerahan untuk menemukan kepastian moral ddekttal.

Dalam konteks ini, nasionalisme merupakan jawalemgysubversif

dan revolusioner terhadap kegerahan dan keteraspaya intelektual Jerman

1 bavid McCrone, dalam bukunyalrhe Sociology of Nationalism(1998),

mengelompokkan dua sosok ini pada sisi yang berlamalika Gellner dikelompokkan sebagai
‘modernist’ maka Smith digolongkan sebagai ‘evaugt’. Sementara itu Smith, dalam
bukunyaNationalism: Theory, ldeology and Histo(2002), mengelompokkan dirinya sendiri
sebagai ‘ethno-symbolism’.
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serta Eropa, tidak seperti tradisi maupun bapalelbapereka. Mereka tersisih
oleh absolutisme birokratis dari kekuasaan yangumgrmereka merupakan
hak mereka, karena telah mendapatkan pendidikag yencerahkan. Bagi
Kedourie (1960), nasionalisme merupakan gerakanggsrerasi muda yang
tersisih, suatu ‘perjuangan anak-anak’. Doktring/dilahirkan dari dorongan
semacam ini hanya akan menciptakan hal yang budaky kenyataan
membuktikan demikian. Nasionalisme milenial darrgpantelektual salah
kaprah itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali tdeor kehancuran dalam
setiap jalur yang dilaluinya, terutama di wilayaliawah yang beretnik
campuran.

Gellner sepakat dengan Kedourie hanya pada saék,agpitu bahwa
nasionalisme memang modern. Selebihnya tidak! Dadandangan Gellner,
nasionalisme bukan sesuatu yang kebetulan munaa, (pukan merupakan
‘renemuan’, namun lebih sebagai akibat yang tala higlakkan dari
terjadinya transisi ke arah modernitas, yang mtida segenap masyarakat
dunia sejak abad ke delapan belas. Sebagai akéatngsionalisme
diperlukan secara sosiologis—di dunia modern. (@elldalam Smith, 2002:
79) Gellner mengartikan modernisasi sebagai indlisaisi beserta faktor
sosial budayanya, telah mentransformasikan selnasgyarakat seperti yang
dilakukan oleh revolusi neolitik sekitar 8.000 tahyang lalu. Modernisasi
menghasilkan jenis masyarakat industri baru, yarmnuntut tenaga kerja
yang mobil, terpelajar dan berjumlah banyak, martgriibat dalam kerja
semantik dan komunikasi yang bebas-konteks. Semsedtdam masyarakat
sebelumnya yang agraris hanya ada sedikit orang texpelajar dan orang-
orang masih disatukan oleh struktur peran dan tusstiyang seringkali
didasarkan pada kekeluargaan, di masyarakat imdusttern ‘budaya telah
menggantikan struktur’. Artinya, bahasa dan budmenjadi perekat baru
bagi masyarakat yang telah terpecah-pecah, yadugi t@ari individu-individu
yang telah tercabut dari akar dan tradisinya, yaagis berintegrasi dengan
mesin-mesin industri, dan identitas mereka yangu bdain bisa diterima
hanyalah kewarganegaraan yang didasarkan padadpemdidan budaya.
Karena itu, modernisasi telah mengikis tradisi desyarakat tradisional, dan
menjadikan bahasa dan budaya sebagai basis tungghlidentitas.
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Nasionalisme, menurut Gellner merupakan penandatingen
transformasi kehidupan umat manusia, dari tahapmadern ke tahap
modern. Jika pada masa pra-modern ada sejumlababab@tasan tertentu
yang membuat sekelompok orang tidak bisa dengaradal berhubungan
dengan kelompok lain (seperti ikatan kelompok wmdial, etnik dan
semacamnya), maka pada masa modern, dengan mumco@syonalisme
ikatakan-ikatan primordial yang selama ini membatssseorang untuk
bergerak bebas, menjadi terbuka. Inilah masyarakaiern, yang benar-benar
baru, yang tidak membutuhkan unsur-unsur budaya yata sebelumnya
(pra-modern). Dalam ceramah publiknya yang terakiengenai bidang ini,
ketika dia berdalih bahwa bangsa-bangsa diciptglada abad ke-18, dan
apapun sebelum masa itu tak ada artinya. “Sepdeim bangsa-bangsa tidak
perlu mempunyai tali pusar”, tegas Gellner (1998lach Smith, 2002:81).
Bangsa dan nasionalisme dipandang perlu dan fumgsimtuk modernitas
industri, dan sebaliknya modernitas industri itmgkn sendirinya nasionalis.
Formasi sosioekonomik tertentu menuntut jenis bad#gn ideologi tertentu,
dan juga sebaliknya demikian.

Jika ditinjau dalam perspektif Gellner, maka apangyalilakukan
pemerintah Indonesia selama beberapa puluh tahogadepolitik integrasi
nasional, merupakan suatu bagian yang sudah seyeestiakukan, sebagai
konsekuensi dari modernitas. Tak ada yang perlsadikan, karena memang
proses modernisasi adalah sebuah keharusan baganalest modern, yang
tidak lagi memerlukan ikatan-ikatan primordial lamgang tidak relevan
dengan tuntutan alam kemoderenan. Adalah sudaladid@gharusan sejarah,
bahwa masyarakat harus mengikuti kecenderungan ibgrdengan segala
atribut budaya dan bahasanya yang serba baru dalermoKonsep ini
tampaknya sudah dipraktikkan Orde Baru selama masajang
kekuasaannya, dengan konsepnya yang sudah dikeanulkdikdepan (Al
Murtopo, 1981), yaitu melakukan program modernidasiupa perubahan
dan pembaharuan sistem nilai-nilaidan juga perencanaan perubahan
sosial di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yangrdipng masih

tradisional dan belum maju. Bahwa ada konflik-kiknflilai, konflik-konflik
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budaya dan konflik-konflik lainnya, bukanlah alasgang mengharuskan
modernisasi diurungkan. Ungkapan Ali Murtopo bahtva.... modernisasi

berarti mengubah norma-norma yang tidak berfungsigi| dalam

perkembangan masyarakat serta norma-norma yang haenigat

perkembangan. Perubahan harus terjadi dalam lingkepubahan integral
dan tidak saja terbatas pada perubahan dalam agpekghidupan sosio-
kultural, tetapi mencakup pula aspek-aspek telakenomis, politis dan lain-
lainnya. Adalah kenyataan bahwa dalam mengadakanbpéan-perubahan
integral, waktu dan kehendak yang terdapat dalansingamasing aspek
tidak selalu berjalan secara singkron.... Dengan s&@mgh proses

modernisasi tidak terlepas dari konflik-konflik yatimbul akibat proses ini,
dimana norma-norma baru akan berkonflik dengan r@morma

tradisional,” secara keseluruhan adalah gagasan yang juga dp<ikan oleh
Ernest Gellner tentang nasionalisme.

Sebagai konsekuensinya, memang tidak ada penghatgaaadap
masa lalu, karena modernisme tidak memerlukan nelsa Atau dalam
bahasa Gellner,Seperti Adam, bangsa-bangsa tidak perlu mempuai t
pusar.” Dan memang sebagai akibatnya, dalam konteks kpalitegrasi
nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonegang terjadi adalah
penghancuran nilai-nilai budaya lokal dan juga sekhazanalkthnie karena
semua itu dianggap sebagai atribut primitif yamigki diperlukan lagi dalam
alam modern. Apa yang terjadi kemudian sungguh dtianbagi sejarah
kemanusiaan; di Aceh ratusan ribu jiwa hilang dafsrang, suku Sakai dan
banyak masyarakat adat di Riau tanahnya direbutrddisinya dihancurkan,
di Timor Timur ratusan ribu nyawa hilang, perempyamg hidup dipaksa
memasang kontrasepsi agar jumlah kelahirannya sensakng; sementara di
Papua masyarakat Amungme direbut tanahnya, yangote&a dipaksa
bercelana, jumlah kelahiran dibatasi dan pada saag sama jumlah
pendatang dari luar diperbanyak. Nasionalisme, gsebwna yang
dikonsesikan Gellner, yang kemudian diterjemahkagbagai proyek

modernisai menjadi mesin pengancur kehidupan makgalokal.

Universitas Indonesia
Makna nasionalisme ..., Miftahuddin, FISIP Ul., 2009.



308

Karena itulah pandangan kaum modernis (yang diw@liner) yang
menafikan makna masa lalu bagi kebaradaan nasomalini ditolak habis
oleh kaum etno-simbolisme (yang diwakili Smith). Mdeut Smith,
pendekatan ento-simbolik mengarahkan perhatian psata bagaimana
bentuk-bentuk identitas kolektif masa lalu mempeunigabangkitnya bangsa,
di tengah-tengah keterputusan dan ketidaksinamlpudaiam catatan sejarah.
(Smith, 2002: 72) Dengan cara demikian, etno-simsbw@ mengklaim diri
sebagai pendekatan yang mampu mengajukan penjelgsag historis
dan/atau sosiologis mengenai sebab-sebab kelekatakaosional dan
berkesinambungan dari begitu banyak orang terh&dapunitas etnik dan
bangsa mereka. Oleh karena perhatiannya pada dipepslar, moral dan
emosional dari identitas etnik dan nasionalnya, an@glendekatan etno-
simbolis mampu memahami kelangsungan maupun trana8d identitas-
identitas budaya kolektif ini.

Dengan menggabungkan identitas nasional dengaantieatan etnik
sebelumnya, dan memperlihatkan pengaruh dimensie&tib dari simbol,
mitos dan kenangan bersama, etno-simbolisme mekabekiejelasan tentang
kelangsungan ikatan yang dilakukan bangsa modenadap begitu banyak
orang pada masa kini. Dengan alasan yang samaj pasadigma etno-
simbolik dapat memberikan penjelasan alternatif geeai intensitas dan isi
konflik-konflik etnik masa kini yang menyangkut gharan umum ekonomi
dan politik. Karena seperti tersirat dari namanyatno-simbolisme’
mengalihkan fokus analisisnya dari faktor-faktonganurni eksternal: politik
dan ekonomi atau sosiobiologis, ke faktor-faktoddya: simbol, kenangan,
mitos, nilai dan tradisi. (Smith, 2002: 74) Ditarhkan pula oleh Smith,
bahwa secara umum pendekatan yang hendak diajukderpusat pada cara

ikatan etnik danethni¢’ masa lalu, dan seringkali pra-modern, dalam

1 Ethnie (bahasa Perancis), adalah komunitas etnik. Komepgenai ‘Ethnie’,
menurut Smtih, seringkali tumpang tindih dengansegnmengenai ‘bangsa’, karena keduanya
sama-sama menjadi bagian dari kelompok fenomeng gama (identitas budaya kolektif).
Tetapi bangsa bukanlah komunitas etnik, karenaabias komunitas etnik tidak mempunyai
rujukan politik, dan dalam banyak hal juga kekummdudaya publik, bahkan kekurangan
dimensi territorial, karena komunitas etnik beltenttt memerlukan kepemilikan fisik di dalam
wilayah historisnya. Sementara itu, dalam rangkenbentuk dirinya, bangsa harus mempunyai
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mempengaruhi, dan pada kasus tertentu memberikaar dsmgi, bangsa-
bangsa dan nasionalisme. (Smith, 2002: 75)

Dalam konteks ini tampaknya gagasan Smith jauhhld@rsahabat
dengan masa lalu dan khazanah kultural masyaraékal.| Dengan
menghargai masa lalu, bukan berarti modernisaak tithpat dilakukan. Justru
karena berpijak pada masa lalu itulah upaya memlrasgatu bangsa yang
baik dapat dilakukan. Tanpa ada pijakan masa ldmbangunan bangsa
sangat sulit untuk dibayangkan. Dalam sebuah peatdetantara Gellner dan
Smith yang terjadi di Warwick University pada akha&hun 1995, Smith
menegaskan pandangannya bahwa bangsa-bangsa daonalsse
merupakan produk dari tradisi yang ada sebelumyayag merupakan warisan
dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi berbedgadegagasan Gellner,
bangsa-bangsa dan nasionalisme itu sebenarnya ikierpiisar yaitu
sejarah, etnik, komunitas kultural dan sebagaiflyathat modern political
nationalism cannot to be understood without refeeeto earlier ethnic ties
and memories.ungkap Smith. (McCrone, 1998: 15)

Menurut tinjauan etno-simbolisme, apa yang salatiadidpada politik
integrasi nasional yang dilakukan oleh pemerintaidohesia terhadap
keempat wilayah studi ini (Aceh, Riau, Timor Tindan Papua) adalah pada
tidak adanya penghargaan terhadap masa lalu yandjkdimasyarakat di
keempat wilayah tersebut dengan segenap khazetmmienya. Di dalam
masyarakat Aceh, Riau, Timor Timur dan Papua, suddhp jutaan orang
dengan puluhan hingga ratusan etnik, bahasa, bahkagkin agama, selama
ratusan tahun sebelum Indonesia lahir sebagai So@bgsa dan negara.
Warisan budaya yang diturunkan dari generasi kergsntersebut, terbukti
telah mampu membuat masyarakat tersebut hidupedas bertahan di tengah

perubahan zaman yang terkadang sangat keras. Dalateks masyarakat

tanah airnya sendiri, setidak-tidaknya untuk jangkaektu tertentu. Untuk membedakannya,
Smith membuat definisi berikut ini. ‘Bangsayatu komunitas manusia yang memiliki nama,
yang menguasai suatu tanah air, serta memiliki saitotos dan sejarah bersama, budaya
publik bersama, perekonomian tunggal, dan hak sdwavajiban bersama bagi semua
anggotanyaSementara ‘Ethnie5uatu komunitas manusia yang memiliki nama, yamkgitan
dengan satu tanah air, memiliki mitos leluhur bensa kenangan bersama, satu atau beberapa
unsur budaya bersama, dan solidaritas tertentuingaiidak diantara elit-elitnya(Smith, 2002:

25)
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Timor Timur, misalnya, seperti digambarkan Tayld©48) terdapat satu
kekuatan yang tidak mudah dikalahkan oleh kekuatan baik itu Portugis
maupun Indonesia, yaitu sistem kekerabatan dansalgosial politik yang
sangat kental, liat dan tidak mudah dipatahkan. rjabanya sistem
kekerabatan memungkinkan masyarakat mempertahgvésewanan tinggi
yang kohesif, terintegrasi terhadap gangguan dar, tegas Taylor (1998:
347)

Di sinilah pula tampak kelemahan teori Ernest il tentang
nasionalisme yang bersifat modernis. Karena dalaenydtaannya,
nasionalisme bukan sekadar urusan modernisasi, sgthaigai konsekuensi
transformasi peradaban manusia dari pra-modern &maz modern,
melainkan ada kekuatan yang menumpang di dalamggag dalam
prakteknya sangat menentukan perkembangan dan datiakasionalisme itu
sendiri. Tetapi sayangnya, kekuatan tersembunyuga tidak ditangkap dan
dielaborasi oleh pengritik utamanya yang dikutigada studi ini, Anthony
Smith. Kekuatan tersembunyi tersebut adalah newdllsme. Untuk
menyingkap beroperasinya kekuatan ini dalam pradtisial dan politiknya,
khususnya di Indonesia, di sini akan disebut duaapaMichel Foucault dan
Simon Philpott®

Foucault merupakan sosok intelektual yang mengdgedutyak sekali
bidang yang berbeda-beda sehingga sangat tidak hmodanggolongkan
karyanya dalam satu disiplin tertentu. Sosiologhyadah satu ‘rumah’
baginya, namun di luar itu ia memiliki rumah yaranl seperti; sejarah,
filsafat, psikologi, antropologi juga politik. Merut Fillingham (1993), yang
mempersatukan aneka ragam studinya adalah minpagea Kekuasaan dan
Pengetahuan, (Power/Knowledge) dan bagaimana keaudmsamhubungan satu
sama lain. Hipotesis utama dari pemikiran Foucad#lah mengenai hal ini
adalah; pengetahuan hanyalah apa yang dikumpulaandghutuskan benar

oleh sekelompok orang dan dalam hal ini pengetahigaklah sepi dari

15 pj sini sebetulnya posisi Simon Philpott lebih liatspengikut dan penerap gagasan
Foucault, daripada pengagas utama. Hanya sajaoRhiglu menggunakan gagasan Foucault
sebagai pisau analisa dalam studi tentang Indgndalam bukunyaRethinking Indonesia;
Postcolonial Theory, Authoritarianism and Ident{000)
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kekuasaan. Sebaliknya kekuasaan merupakan tenameg umenentukan
kebenaran. Baik kekuatan fisik maupun kekuatan ahewligunakan oleh
suatu minoritas yang kuat untuk dapat memaksakgasgam mereka tentang
yang benar, atau yang betul, pada mayoritas. Ranh&toucault adalah
bagaimana orang mengatur diri sendiri dan orang haelalui produksi
pengetahuan. Diantaranya ia melihat pengetahuarghmsitkan kekuasaan
dengan mengangkat orang menjadi subyek dan kemutkamerintah subyek
dengan pengetahuan.

Di sini tampak jelas betapa Foucault sangat dipergaoleh

pemikiran Nietzsche tentang geneaf§giGenealogi adalah suatu metode

18 palam bukunyaKey Concepts in Cultural ThegryAndrew Edgar menulis:

Genealogy; A Methods of analysis of forms of eth{déietzsche) or epistemological (Foucault)
discourse. Nietzsche i®©n the Genealogy of Moralgl887), was the first to outline this
approach, and Foucault's work owes much to himizsEhe’s text argues that the basis of
morality and the meaning of value-attributions sastgood’, ‘evil’ and ‘bad’ are not derived,
as is often supposed to be the case, from eithrsisic or utilitarian modes of valuing (nor, it
might be added, from any divine sanction). Rath#rical systems can be understood in terms
of their ‘genealogy’, that is, as being produceddogial and historical processes. Above all,
morality, for Nietzsche, represents not a disirger@ conception of what constitutes the ‘good’,
but is rather an expression of the interest ofipaletr social groups. Thus, the notion of ‘good’
has, he argues, two modes of derivation which signio very different social perspectives and
hence systems of valuing. First, the ‘good’, indtigyinal sense, expressed the viewpoint of the
noble classes who inhabited the ancient world. @Wotaken in this sense, meant ‘beloved of
God’, and was the expression of the nobles’ affiramaof their own identity. ‘Bad’, in turn,
expressed a secondary phenomenon, i.e. the natdastion to the who were their social
inferiors (‘common’, ‘plebian’, etc.). Noble (or rsi@r) morality was thus premised on an
affirmation of the identity of the noble as a b&sto of values. Second, ‘good’ in the second
sense Nietzsche outlines was a secondary modelwhgaderived from the appellation ‘evil’
ascribed by slaves to described their oppressioesnbles). Slave morality, as Nietzsche terms
it, therefore derived its notion of ‘good’ as a @edary consequence of the negative valuation
‘evil’. In this way, negation is the ‘creative dBef the slave. Slave morality, Nietzsche argues,
is the morality of both the Hebraic tradition arfdGiristianity, and is a ‘resentiment’ morality,
i.e. one whose genealogy is that of the slave’sntesent of the nobles’/master’s power over
them. It is, in Gilles Deluze’s phrase, a ‘reactinerality, rather than an active or affirmative
one. Nietzsche’s genealogical method is in fackaant on a project outlined in one of his
earlier works,Human, All-Too-Human(1878-80). In the opening sections of that work he
argues for the construction of a ‘chemistry’ of tleéigious and moral sensations and values. In
other words, Nietzsche takes the view that valuewd,( indeed, feeling/sensation) can be
revealingly understood by producing a causal armstotical account of them which seeks to
unearth their origins. To this extent, the geneabdgapproach fits in with much of Nietzsche’s
philosophical thinking, which often expresses tiewthat what has hitherto been regarded as
valuable (or even sacred) can be adequately amddot within a material methodology of
explanation. Foucault's genealogical method of étigation, likewise, takes as its point of
departure the historical condition which constitdiscourses of knowledge. His analysis of, for
example, the clinical definitions and treatmentsnadidness since the seventeenth century,
emphasizes the importance of social relations (@fadly relations of power) in the construction
of knowledge, and seeks to reveal through painstpkistorical analysis the influences and
interests which underlie and are concealed by dises which claim to articulate objective
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analisis atas bentuk-bentuk wacana dalam ilmu gehgan. Jika Nietzsche
memfokuskan genealoginya pada tataran etis, seperngenai konsep ‘baik’,
‘buruk’, ‘jahat’, ‘mulia’ dan sebagainya, maka Fawdt mengembangkannya
pada tataran epistemologis tentang bagaimana loawapengetahuan melihat
sesuatu, dan kemudian mengklasifikasikannnya sebidgah’ atau ‘tidak
ilmiah’, seperti dalam kasus ‘normal’, ‘tidak norfpdseks menyimpang’,
‘seks normal’ dan sebagainya. Dengan genealogi,u&kedimuwan ini
membongkar apa yang selama ini dianggap sebag&n&en umum dan
sudah diyakini sebagai sesuatu yang ‘baik’, ‘notmdan sebagainya.
Keduanya lalu menegaskan bahwa semua anggapaadtumakekatnya tak
lain sebuah konstruksi sosial yang dibangun oleln &lompok tertentu
dalam masyarakat. la merupakan produk dari pras®algdan sejaralbéing
produced by social and historical procegsd3engan mengatakan demikian,
maka menurut Foucault sudah semestinya ilmuwanshselalu memeriksa
apapun yang selama ini sudah dianggap sebagai naedo® atau
‘pengetahuan yang benar’ dalam konteks lokal datohsnya. Jadi dengan
metode ‘genealogi’ pertama-tama adalah dimaksudkariuk selalu
memeriksa anggapan mengenai kebenaran dan pengetaiaalam konteks

historis dan lokalitasnya. Dalam bahasanya seRducault mengatakan;

...we can give the name ‘genealogy’ to this couplingether of
scholarly erudition and local memories, which akous to constitute a
historical knowledge of struggles and to make usthat knowledge
in. contemporary tactics. That can, then, serve apravisional
definition of the genealogies | have been tryingraxze you over the
last few years. (Foucault, 2003 8)

knowledge. A key problem, at least with Foucaudtfsplication of the genealogical method, is
that in applying it to forms of knowledge he opedmmself to the criticism that his own
discourse is itself a production of historical fastand an expression of interests (see Peter
Daws’s criticisms listed in the reading below, whiprovide a Nietzschean criticism of
Foucault's methodology). (Edgar, 1999: 159-160)

17" kita dapat memberikan nama ‘genealogi’ bagi kematpengetahuan ilmiah dan
ingatan lokal yang memperbolehkan kita membanguatuspengetahuan historis mengenai
perjuangan dan menjadikan pengetahuan ini secétis taerguna. Dengan demikian inilah,
definisi sementara genealogi yang selama beber@pantbelakangan ini telah saya susun
bersama Anda.
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Demikian pula halnya dengan ilmu-ilmu sosial (Fawit lebih senang
menyebutnya sebagai ‘ilmu-ilmu manusia’), keputusaengenai apa yang
benar (membangun Kebenaran) sesungguhnya lebihitzaridengan praktik
bagaimana satu kelompok tertentu dalam masyaragatiefinisikan manusia
dan mempengaruhi orang secara umum, daripada hakéd@enaran itu
sendiri. Jika sekelompok orang dapat memperolelugilianyak orang yang
percaya (mendukung) akan apa yang mereka putuskaka itu mungkin
lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. Jaatlaimana membangun
gagasan-gagasan di dalam ilmu-ilmu sosial itu dargakaitan dengan
pelibatan kemampuan menciptakan kepercayaan. Lalkgaiimana
pengetahuan/kekuasaan bekerja? Menurut Foucauftgkeli pengetahuan,
kekuasaan dan tenaga fisik bergabung, sepertiskstgiorang anak dipukuli
pantatnya untuk memberinya pelajaran. Untuk memaarsemua, Foucaul
memfokuskan seluruh karyanya pada mekanisme ilmu-isosial—seperti
bagaimana penggolongan orang menjadi normal dak tidrmal, kegilaan,
kriminalitas, seksualitas dan sebagainya. Pada uyam orang
mendefinisikan secara jelas apa perbedaan abnalemgian normal, karena
dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Akan tetamjamhemelihat berbagai
dokumen sejarah, Foucault menentang semua anggapaa menunjukkan
bahwa definisi-definisi kegilaan, kejahatan dan ssektas menyimpang,
tidaklah sewajar itu, melainkan, berubah-ubah daktu ke waktu, dan di
dalamnya sarat dengan muatan kekuasaan.

Menurut Foucault, mempelajari abnormalitas adakalahs satu cara
utama untuk melihat bagaimana hubungan-hubungamakakn dibangun
dalam masyarakat. Ketika suatu abnormalitas dary yaerkaitan dengan
normanya didefinisikan, sedikit banyak orang norrselalu berkuasa atas
orang yang didefinisikan sebagai abnormal. Psikobogmberi tahu kita
tentang orang gila, dokter tentang orang sakitmkmlog (atau ahli teori
hukum atau politikus) berbicara tentang penjahetiapi kita tidak pernah
mengharapkan penjahat berbicara tentang dirinydirsextau tentang orang
yang lain itu. Apa yang mereka katakan telah dirtiidak relevan, sebab

menurut definisi, mereka tidak mempunyai pengetahudalam konteks
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seperti inilah, terdapat hubungan yang nyata antaeagetahuan dan
kekuasaan dalam ilmu kemanusiaan dan praktik-fmkdi yang mendasar,
seperti mengenai regulasi tubuh, pengaturan peritEin pembentukan diri.
Di sinilah, pentingnya genealogi, karena ia betsikaitis, melibatkan

interogasi tak kenal lelah terhadap apa-apa yaaggdap netral, alami,
niscaya, atau tetap.

Salah satu contoh kajian terkenal yang dibuat Blalcault mengenai
hal ini adalah kajian tentang sejarah seksualidatam bukunya.a Volonte
de Savoir: Histoire de la Sexualite [Ingin Tahu Sejarah
Seksualitas](1976/2008Foucault menggambarkan betapa seksulaitas dalam
sejarahnya telah dikonstruski dan dieksploitasiesgkian rupa dalam
masyarakat abad 17 dan abad 18 untuk berbagai tkegem termasuk
kepentingan ekonomi, politik, lembaga-lembaga agasaa sebagainya.
Foucault sendiri mengatakan, tujuan kajiannya meeaigsejarah seksualitas
adalah untuk mengenali berdasarkan cara kerja aaornr d’etre-nya, rezim
kekuasaan pengetahuan-kenikmatan yang di dalamaggarakat menopang
konstruksi semacam itu. Dalam semua itu, menurutc&alt yang paling
penting adalah bagaimana mempertimbangkan kenydtahwa seks telah
dibicarakan dan diwcanakan sedemikian rupa. Selaygutentang bagaimana

menyelidiki pengetahuan tentang seksualitas, Fdiucsngatakan:

...amat penting untuk mengetahui dalam bentuk apklongalur apa,

dengan menyelinap dalam wacana apa, kekuasaarsibenesingkupi

bentuk-bentuk yang paling halus dan yang palingaati dari perilaku
seksual, melalui jalan mana kekuasaan berhasil apanderbagai
bentuk berahi yang paling langka dan paling tetseig; bagaimana
kekuasaan merambah dan mengendalikan kenikmatandaséin

berikut dampaknya yang dapat saja berupa penolp&aghambatan,
diskualifikasi, tetapi juga dapat berupa perangaangdntensifikasi,

singkatnya, semua yang mencakupi berbagai tekibdsaan. Karena
itu, yang juga penting, bukanlah sekadar menetapkakah produk-
produk wacana itu, berikut berbagai dampak kekuasaa
menghasilkan suatu ‘kebenaran’ tentang seks, atsbaliknya

menghasilkan ‘kebohongan’ yang menyelubunginya, amkan

menggali ‘kehendak untuk mengetahui’ yang merupaganopang
dan sekaligus alatnya. (Foucault, 2008: 30)
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Konsep Michel Foucault mengenai power/knowledge talah
diterapkan oleh Simon Philpott untuk melihat Indsiage di dalam bukunya
Rethinking IndonesiaPostcolonial Theory, Authoritarianism and Identity
(2000)!® Melalui buku ini, Philpott berikhtiar mengekploraagaimana
Indonesia sebagai subyek ilmu politik dibangun dimamapankan dalam tradisi
akademik barat. Studi-studi tentang ‘Indonesia’ amah Philpott dicirikan
oleh lingkungan dimana ia dikaji dan ditulis. Disgus tentang Perang
Dingin, antikomunisme, teori modernisasi, teori ekgantungan, analisis
perbandingan rezim, politik kebudayaan, negarastidbaru, dan nilai-nilai
Asia, semuanya turut memberi kontribusi pada (kokst) Indonesia.
Philpott menegaskan, tak seorang pun bisa mengkbaimva ia memahami
keseluruhan Indonesia, karena semua diskursuseitupakan bagian integral
dari pembentukannya sebagai suatu obyek kajianidajinasi. Karena itu
dalam upaya memahami dan menjelaskan politik ddriedia, para ilmuwan,
pemerintah, pekerja sosial, dan diplomat Barat ales@ menggunakan
kategori-kategori dan konsep-konsep yang hinggaraek telah menjadikan
Indonesia bermakna bagi audiens “Barat”. “Dampak kdgegori dan konsep-
konsep inilah, yang tidak pernah netral dgamocen, yang menjadi perhatian
utama buku ini,” tegas Philpott. (Philpott, 200&) x

Mengikuti tradisi genealogi Nietzschean dan Foucaul Philpott
memandang bahwa semua sistem pengetahuan padaathgdikarbitrer
karena mereka merupakan hasil persaingan berbdgaiparadigma, dan
persepsi. Tetapi genealogi tidak menganggap opkeisiasaan yang bersifat
integral dalam persaingan tersebut sebagai pemsedthadap kebenaran,
namun menganggapnya sebagai prasyarat munculnyaadekn. Dengan
pemahaman ini, maka studi-studi tentang Indonag@hdmi sebagai praktik
yang dikondisikan oleh serangkaian aturan terteygng memiliki kata

pemutus, mana yang bisa diterima sebagai pengetatiaa mana yang tidak.

18 Philpott adalah pengajar pada Universitas Newcdsidgris untuk mata kuliah
Teori Hubungan International dan Politik Repressindasia/Media/Barat. Karyanya yang lain
adalah ‘The Natural Order of Things: From Lazy Mas to Political Science’lifter-Asia
Cultural Studies2003, 4(2), 249-263.), dan ‘Fear of the Dark: Imelkia and the Australian
National Imagination’ Australian Journal of International Affaird001, 55(3), 371-388.)
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Philpott menyatakan bahwa teori Foucault tentark@@ogi dan genealogi
bisa membantu menjelaskan berbagai cara dimanaygieam, persepsi,
konsep dan klaim kebenaran akhirnya dimengertigal@engetahuan.

Dalam alur pikir seperti ini, maka bayang-bayangdmsoni Barat atas
studi politik Indonesia tampak sangat jelas. Hal sudah dimulai sejak
ditemukannya nama ‘Indonesia’ oleh George Earl dEmes Logan
(keduanya bukan orang Indonesia). Dalam hal ini,nung Philpott,
pengamatan taksonomik yang dilakukan oleh orangeprEropalah (dan
bukan orang Indonesia sendiri!) yang menjadi awathdefinisian sesuatu
yang pada akhirnya menjadi Indonesia. Penamaan nési berarti
pengidentifikasian karakteristiknya, batas-batessgpnya, dan memutuskan
siapakah yang bisa dimasukkan sebagai orang In@dodas siapa yang tidak.
“Indonesia adalah suatu invensi,” tegas PhilpoteraR Amerika atas
‘penemuan’ Indonesia jelas sangat sentral. Di dffilpott mengutip
Southwood dan Flanagan (1983) yang menegaskan bhideaesia telah
menjadi bagian sentral dari pemikiran strategis Akae tentang Asia
Tenggara sejak berakhirnya Perang Dunia Il dan bamdonesia menjadi
tonggak dominasi Amerika atas ‘wilayah Asia Pasiftkimana tak kurang
Presiden Amerika Richard Nixon sendiri mengatakalmia Indonesia adalah
mutiara dalam tahta Asia Tenggara.

Argumen dasar yang diajukan Philpott adalah bahtudi golitik
Indonesia pasca-Perang Dunia |l bersifat orient&isidi politik Indonesia
lebih merupakan buah dari kompleksitas relasi d&kuwan institusional
daripada serangkaian teks yang otonom. Studi terseemerlukan sebuah
rezim kebenaran di mana bobot otoritasnya jugantikan oleh berbagai
aturan, regulasi, dan konversi dalam ilmu-ilmu alpsielain oleh pengalaman
personal akademis bersangkutan. Di sini Philpothgieiti Foucault yang
mengakui bahwa, ada hubungan antara ruang, pengetatan kekuasaan.
‘Teritori tak diragukan merupakan suatu gagasam@dis, tetapi ia pertama-
tama merupakan suatu gagagaidicopolitis: area yang dikontrol oleh suatu
jenis kekuasaan tertentu’. Negara-negara berddukséia Tenggara terutama

didefinisikan oleh batas-batas kolonial, dan dalamcana akademis dan
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kebijakan luar-negeri AS, negara bangsa segeraadienjit analisis yang
utama.

Contoh yang paling jelas untuk ini adalah karyamaaKabhin,
Nationalism and Revolution in IndonesidDalam karya ini Kahin
menunjukkan bahwa penentu identitas Indonesia ladalang itu sendiri,
bukannya pengaturan persoalan sosial. Dengan &ataidentitas Indonesia
sebagian lebih ditentukan oleh batas-batas finatidi Belanda, bukan oleh
proses penaklukan berbagai wilayah di dalam batssbitu. Dalam
pandangan ini, negara Indonesia yang berdaulaggegmmemiliki hubungan
linier yang kontinu dengan masyarakat-masyarakia¢laennya dan ‘bangsa
Indonesia’ adalah sebuah identitas yang inheresmuakjarah dan dibawa ke
permukaan oleh kemunculan sebuah negara baru. ®awige MT. Kahin,
Indonesia adalah titik akhir dalam kemestian p&tian sejarah. Menurut
Philpott, disini tampak jelas bahwa Kahin telah gegokan epistemologi
orientalis lewat penggunaan identitas Indonesiagystatis dan esensialis
dalam inti teksnya. Di sini realitas spasial danioki menciptakan suatu jenis
identitas tertentu yang diekspresikan sebagai hed@ dan berbentuk
tuntutan hadirnya negara Indonesia.

Di sini argumen-argumen poskolonialis sangat kuattiulasikan
Philpott untuk mengkritik Kahin bahwa, bagaimanan jpayangan tentang
negara Indonesia sebagian merupakan efek darismmtanti-kolonial, dan
oleh karenanya, sebagian darinya diciptakan oldbnkadisme itu sendiri.
Terhadap Kahin, dengan dingin Philpott mengatakahwla, tidak ada
pembacaan sejarah yang polos: ini adalah suatuvéks yang ‘tidak bisa
tidak terkait dengan kegunaannya saat itBejalan dengan Benedict
Anderson, Philpott mengatakan bahwvidationalism and Revolution in
Indonesiapenting bukan saja karena kontribusi positifnydgppengetahuan
tentang sejarah perpolitikan Indonesia modern (psa penerbitannya),
tetapi juga karena kebungkamannya pada pertanyagamgaan filosofis dan
teoritis.

Hal penting yang juga ditandaskan Philpott dalarkRubini adalah

bahwa ada kecenderungan untuk mereifikasi ‘Indahesian ‘bangsa
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Indonesia’ dalam studi-studi politik karena penggaumya sebagai alat
eksplanasi. Salah satu contoh untuk ini adalahopolng yang populer di
Indonesia, Clifford Geertz. Geertz dalam karyamygricultural Involution
misalnya, berpendapat bahwa praktik-praktik intékesi agrikultural yang
dimunculkan oleh kebijakan kolonial tersebut ‘measer merusak, dan
melemahkan’ masyarakat Jawa, tapi tidak menghaanagia. Argumen ini,
menurut Philpott menunjukkan bahwa eksistensi ‘raesyat Jawa’ terpisah
dari praktik-praktik kolonial dan bahwa suku Jawarapakan subjek yang
tunggal, statis, dan sempurna; subjek yang bisdatmen dari badai
kolonialisme, tetapi secara esensial tetap tidakbdh olehnya. Jadi, Geertz
mengkonstruksi ‘masyarakat’ Jawa sebagai sebualaidoyang tunduk pada
kekuasaan, tetapi ia menentukan karakteristik ‘magdiat’ dengan suatu cara
yang menolak perananagency anggota-anggotanya. Inilah paradoks
pandangan Geertz yang juga terjadi dalam studi-gtolitik Asia Tenggara
pada umumnya, bahwa studi-studi tersebut ‘menekarikegdaya sebagai
variabel penjelas yang lebih penting daripada bait@ariabel lain, namun
mereka sedikit memberikan kontribusi pada studiayaditu sendiri, studi-
studi tersebut cenderung menggunakannya sebag@b&bryang lengkap
yang dengan tanpanya hubungan antara negara damaralest sipil tidak
akan bisa terjelaskan.

Philpott juga menilai Kahin telah melakukan reikaKebanyakan
sumber dokumenter Kahin adalah ‘Barat’, termas@tdiranya adalah para
iimuwan Belanda di era kolonial, ‘data’ dari depamen administrasi
kolonial, dan laporan para ‘pelancong’. Mereka yargneliti, merekam, dan
menyusun ‘informasi’ tentang ‘masyarakat Indonesiaenderung
diperlakukannya sebagai sesuatu yang terlepas kdgiein. Subjek-subjek
yang berpengetahuan ini dikonstruksi sebagai supgelg objektif, dapat
dipercaya, dan terjamin identitasnya. Dalam kamgrnya, Kahin
membayangkan Jawa pra kolonial sebagai sesuatungandeg statis, tidak
berubah, dan sempurna. Sehingga perubahan merkadiike dan faktor-

faktor kausalnya patut diteliti.
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Bentuk reifikasi yang lain juga masih ditemukanadalkarya-karya
Indonesianis mutakhir. Jamie Mackie dan Andrew Mgek misalnya, dalam
karyanya ‘Politics’ dalam Hall Hill (ed)Indonesia’'s New Order: The
Dynamics of Socio-Economic Transformati¢h994) memandang bahwa
tidak ada tradisi hukum atau hak sipil yang kudamia‘budaya tradisional
Indonesia’, ataupun analogi dengan ‘ide-ide Barantang kebebasan
individual’. Kesangsian mereka terhadap prinsipversalitas filsafat HAM
menunjukkan bahwa Mackie dan Mcintyre mempertahankatologi
perspektivis. Individualisme dianggap sebagai egejs karena seperti
kebebasan perorangan, ia tidak memiliki basis dalardaya Indonesia.
Keduanya mengatakan bahwa kritik terbuka terhadgygyeasa menimbulkan
‘kegelisahan psikis yang akut bagi kebanyakan ohadgnesia’.

Philpott melihat, peralihan yang mendadak padaraegupsikologis
menunjukkan eklektisisme yang bergerak bebas dalaskursus politik
Indonesia, yang dalam contoh ini memungkinkan badagdisional terikat
pada respons yang sudah ditentukan sebelumnya.y®aleri pandangan
demikian adalah melekatkan kekeliruan bertindakusumaasyarakat sebagai
sesuatu yang hisa dibenarkan. Philpott tidak mekgat bahwa Mackie dan
Maclintyre mendukung pelanggaran hak-hak asasi nmentetapi menurut
Philpott, argumen mereka secara implisit menunjokjsstifikasi terhadap

praktik seperti itu. Selanjutnya Philpott mengataka

The narratives creates the discursive conditions wihich the
possibility of violence can be justified as a ‘nmalu result of
difference. The argument that there is no traditidriegal or civil
rights in Indonesia, nor any indigeneous analougesspect for the
individual, can be understood as implying that gebexist for the
justification of extra-judicial murder and otherrhan rights abuses.
(Philpott, 2000:84Y

° Narasi yang mereka berikan menciptakan kondisi wigk yang membuka
kemungkinan praktik kekerasan bisa dijustifikasibaggai dampak yang ‘alamiah’ dari
perbedaan. Pernyataan bahwa tidak ada tradisi hatamhak-hak sipil di Indonesia, maupun
analogi tradisional yang memberikan penghormatematap individu, dapat dipahami sebagai
pernyataan yang menujukkan bahwa terdapat alasag yeenjustifikasi pembunuhan extra-
judisial dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
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Jadi menurut Philpott, diskursus politik Indonetgekait erat dengan
epistemologi realis dan pandangan filsafat libeRgalisme memiliki teori
kekuasan yang tidak rumit, yang pada umumnya meikean kapasitas yang
sederhana untuk bertindak, sementara perhatiaralime berkaitan dengan
legitimasi dan prosedur institusional dalam penggun kekuasaan oleh
pemerintah. Liberalisme percaya bahwa jaminan dtddiaulatan negara atas
teritori dan penduduknya adalah monopoli perangkekerasan yang
legitimate Dalam wilayah negara-bangsa, kewarganegaraan efieisikan
hak dan kewajiban penduduk bangsa, tetapi ide lgamagaraan liberal
menghalangi hak untuk mengganggu negara atau niemdpusat kekuasaan
institusional tandingan dalam negara. Dalam kontsksli-studi tentang
Indonesia, berbagai pergolakan di dalam wilayahareegang baru ini pada
dasawarsa 1940-an dan 1950-an dipandang sebagdesteasi ‘instabilitas’
atau ‘kekacauan’. Oleh karena itu, studi tentarnig elebagian muncul dari
asumsi bahwa elit-elit itulah yang memiliki kapasitdan legitimasi untuk
bertindak dan menciptakan ketertiban dan stabiptagik. Kapasitas mereka
untuk bertindak didukung oleh pendidikan formal,ugtisnya pendidikan
Barat, dan kalangan elite inilah yang jelas beraiabawah pengaruh
ilmuwan-ilmuwan sosial Barat.

Jika gagasan Foucault dan Philpott digunakan umeetkganalisa pada
kasus politik integrasi nasional yang dilakukan pentah Indonesia terhadap
empat wilayah yang dikaji dalam studi ini (Aceha®i Timor Timur dan
Papua), maka pertanyaan pertama yang diajujdea; hendak memajukan
keempat wilayah tersebut, maka kemajuan itu meramggapan siapa? Dan
jika hendak memoderenkan, maka itu kemoderenan rotesiapa? Dan
untuk kepentingan siapd®i semua penting dijawab, karena semua kategori
‘maju’, ‘modern’ dan apapun yang diajukan, bukantafatu kategori netral
yang bebas nilai. Dalam hal demikian, ‘maju’ danotarn’ menurut
anggapan pemerintah Orde Baru, bisa jadi beraréhdkcuran’ dan

‘kebinasaan’ bagi masyarakat yang dituju.
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Seperti ungkapan-ungkapan para elite politik Ind@nemengenai
kebijakan memasukkan Papua ke dalam wilayah NKRIndaebuah operasi

militer yang diberi nama “Operasi Pembebasan Papua”

Menteri Subandrio:

‘untuk membuat mereka turun dari pepohonan, ataugiériu dengan
menyeret mereka

Daoed Y oesoef, menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
‘memoderenkan masyarakat meski itu butuh waktu untuk
menghilangkan tradisi yang mereka ah(®sborne, 2001: 290).
Menlu Moctar Kusumaatmadja:

“...yang sedang kami lakukan di Irian Jaya adalah merkenalkan
masyarakat Irian—tidak dapat disangkal bahwa merek@ampunyai
level budaya yang berbeda—pada budaya yang domitaam
kehidupan masyarakat Indonesia. Dan saya merasak tidda
salahnya dengan hal itu...karena mereka akan merjadian dari
bangsa Indonesia.”(TV ABC, Mei 1984, direproduksi dalam,
Osborne, 2001: 291)

Menurut kacamata ‘genealogi’ semua pernyataanukablah kategori
yang netral, seolah merupakan ‘kebenaran’ di dalmmya sendiri. Pasti ada
muatan ‘kekuasaan’ di balik setiap pernyataan, yanagtinya sangat
menentukan bagi pihak-pihak yang terkait dengamyataan tersebut. Dan
merujuk pada identifikasi yang dibuat Boruchier &adiz, yang
mengelompokkan rezim Orde Baru ke dalam ali@rganisisme yang
ditandai dengan pemaduan paham pembanguterelppmentalisindengan
gagasan bahwa negara dan masyarakat yang merupadian dari ‘keluarga
besar yang sama; pada kenyataannya telah memukagkipemerintah
menggolongkan oposisi terhadap dirinya atau teghapi@gram-program
pembangunannya sebagai ‘bukan hanya tidak setig@lainkan juga
‘meremehkan norma-norma budaya Indonesia’. Organsimemberi dasar
bagi penolakan tergadap segala macam praktik, rdalaipolitik partai yang
bermusuhan sampai pada pembagian kekuasaan damgeam suara di
parlemen, yang kesemuanya dianggap merefleksikaa-cama liberal dan
individualis dan organisasi sosial yang diimporidAarat. (Bourchier &
Hadiz, 2003).
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Dengan pola yang sama, istilah “GAM”, “OPM”, “Septs Fretilin”,
“PKI”, pada masanya (khusunya pada saatnya dibkkkaya DOM), dapat
mengenai siapa saja yang menurut aparat militepdaguasa telah mengusik
atau mengganggu kepentingannya. Demikian pula, atasa ‘stabilitas
nasional’, siapa pun boleh ditangkap, diadili, ateahkan dibantai tanpa
pernah ditemukan lagi jasadnya oleh pihak kelugage bersangkutan. Inilah
pengalaman yang terjadi pada politik integrasi yasigh dilakukan oleh
pemerintah Indonesia terhadap empat wilayah selagharapa puluh tahun
terakhir ini. Dan itu, secara teoritis, jelas bukaekadar persoalan
transformasi peradaban masyarakat dari pra moderar& modern seperti
yang dikemukakan Ernest Gellner, atau yang kemuditambahkan oleh
Smith atas pentingnya menghargai faktor-faktorap&iudaya di masa lalu.
Lebih dari itu, nasionalisme juga berurusan dengelasi kekuasaan’' yang

seringkali timpang, tetapi selama ini dianggap gabsebuah ‘kebenaran’.
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BAB 6
KESIMPULAN

A. Teoritis

Secara teoritis studi ini dimaksudkan untuk melakukuatu investigasi
tentang bagaimana suatu diskursus mengkonstruks#aitas sosial, sekaligus
juga melihat bagaimana relasi kekuasaan-pengetabuzasrmin di dalam suatu
teks. Dalam hal ini penyelidikan terfokus pada lmgaa Orde Baru
mengkonstruksikan nasionalisme di dalam satu wilageskursif. Memang
tidak ada wacana yang tunggal dalam keseluruhaseprersebut, tetapi paling
tidak, tampak ada satu orientasi yang cukup domimemgenai arah yang
hendak dituju, yaitu untuk melakukan satu perubamasyarakat, dari tahap
tradisional ke tahap kemoderenan (modernisasi)k Bfai pengkonstruksian
wacana nasionalisme tersebut, secara empirik dhlif@t dan dirasakan oleh
masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat lokabdiJawa. Meski demikian
apa yang dilakukan oleh Orde Baru tersebut telamuneulkan suatu wacana
tandingan yang tidak jarang memiliki makna yangsebarangan dengan
wacana yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru.b@esm mengenai hal
tersebut telah dipaparkan pada bab-bab sebelurB®mgai penutup studi ini,
dapat diambil beberapa kesimpulan (yang pada atmndak menjawab dua

persoalan pokok yang menjadi pertanyaan penelitignsebagai berikut:

1). Wacana nasionalisme Indonesia dikonstruksikan @rde Baru dalam satu
konteks politis pemapanan kekuasaan rezim terséimlam konteks ini
sentimen nasionalisme diarahkan oleh Orde Baru ppdga pembangunan
‘Indonesia yang modern’, yang ‘anti-komunis’, yandersifat
‘kekeluargaan’, dan juga pembangunan politik yamgmokratis dan
konstitusional’ melalui pengamalan Pancasila dabUl945 secara ‘murni
dan konsekuen’. Di bawah tema-tema tersebut, nalssome Indonesia
memiliki efek untuk mendefinisikan mana yang ‘madetan yang ‘tidak
modern’, mana yang ‘pro komunis’ dan mana yangi ‘&amunis’, mana

yang ‘sejalan dengan Pancasia dan UUD 1945’ darampang tidak. Secara
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politis praktik pewacanaan tersebut memiliki impbk yang serius dalam
kehidupan masyarakat lokal. Nasionalisme Indonekitangan Orde Baru,
menyurut perannya sebagai alat legitimasi kekuasaan

2). Sebagaimana dikonsepsikan Foucault, wacania medanjadi satu instrumen
kekuasaan dalam rangka melakukan suatu konstreg&sil. Dalam hal ini
Wacana Nasionalisme oleh Orde Baru dikonstrukssiedragai suatu proyek
modernisasi, dengan misi '‘pembangunan’, ‘kemajug®radaban’ dan
sebagainya. Secara konseptual, sebagaimana tgkintairkan pada Bab 4,
bahwa setidaknya konstrusi daounter konstruksi itu setidaknya tampak
jelas dalam 6 (enam) konsepsi Foucault yang mempcgkuver, knowledge,
games of truth, discourse, counter-history, darstepne.Melalui analisa
konsep-konsep ini terjadi perebutan pemaknaan ldial diskursus; antara
diskursus Orde Baru berhadapan dengan diskursak(ldkeh, Riau, Timor
Timur dan Papua). Sangat menarik bahwa hampirrduaediskursus lokal,
keenam konsep tersebut terjadi pemaknaan yang baesseyan, kecual
Papua. Berbeda dengan Aceh, Riau dan Timor Tinaland konteks games
of truth, khususnya menyangkut sejarah masa lalyd Papua yang justru
mengakui eksistensinya di dalam kerangka NKRI, sg¢ana di tiga wacana
lokal lainnya hal itu dinafikan.

3). Gagasan-gagasan Peradaban yang dikembangkan Bamd tampaknya
memang mirip dan sejalan dalih dan logika yang mikeakan oleh para
kolonialis Barat pada puluhan tahun silam, sebadai pembenar bagi
tindakan-tindakannya terhadap satu masyarakat yeamgak dijadikan
koloni. Ini juga mengingatkan pada kisah ‘perjuarigaangsa Eropa untuk
‘memperadabkan’ bangsa Asia dan Afrika yang diapggamitif dan tak
berbudaya, yang tendensi sebenarnya telah dibondialris oleh
cendekiawan Palestina Edward Said dalam berbaggarkga. Salah satu
karyanya yang paling terkenal dan manumental adal&ntalism(1978).
Dalam buku ini, Said antara lain menceritakan pidathur James Balfour
di depan Majelis Rendah Inggris pada tahun 1918g yatinya mendukung
(dan mengharuskan) pendudukan Inggris atas Meaienla menganggap

bangsa Mesir adalah bodoh dan tidak mampu mengtaplemerintahan
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sendiri yang lebih baik dan lebih beradab dibankimgdengan Inggris.
Kaum kolonial Eropa, menurut Said, selalu membuade¢dori-kategori nilai
yang memposisikan Eropa pada sisi yang terhormanestara Timur
(termasuk Arab) sebagai sisi terhina, seperti lategrang Timur itu

irasional, bejad, amoral, dan kekanak-kanakan; stare orang Eropa
adalah rasional, berbudi luhur, dewasa dan nor&zatl membongkar logika
tautologis yang mengendap dalam nalar intelektizah® yang selama ini
telah disuntikkan dalam skala yang massif ke shlyenjuru dunia. Mirip
gambaran Said tentang orientalisme, gagasan ‘'medsrn yang

dikembangkan Orde Baru dalam beberapa hal mendiagikan

penghancuran tradisi tertentu karena dianggap tidedvan dengan kultur
modernitas.

4). Wacana Nasionalisme Indonesia di era Orde Baga memiliki
landasannya di atas keinginan untuk mewujudkan kasatuan teritorial
yang padu (koheren) dan terpusat (sentralistis)ar@ahal ini sebetulnya
Orde Baru melanjutkan suatu konsepsi kewilayahamg yasudah
dikemukakan baik Soekarno, Soepomo maupun M. Yaifn era
sebelumnya). Semua konsepsi itu pun sebenarnyaldiedari garis yang
sama, VYyaitu batas-batas wilayah kekuasaan yang riskaa oleh
kolonialisme Belanda. Dalam masa penjajahannya ygranjang,
pemerintah Belanda tidak hanya telah menggalangigeseang dari
berbagai bahasa dan kebudayaan ke dalam satu &egailitis, dan pada
tahap selanjutnya tumbuh menjadi satu ‘kesadardomipmk’, tetapi juga
dalam menetapkan batas-batas wilayahnya. Bahkan rjierujuk pada
George MT. Kahin (1995:49-50), perbatasan geografislayah
nasionalisme Indonesia tidak hanya ditentukan glehbatasan wilayah
pengawasan politis Belanda. Karena sebelum kedmtaBglanda, batas-
batas itu sudah ada, yaitu batasan dibuat oletkeliagaan besar pada abad
ke 9 dan 14, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Padaarnjayanya kekuasaan
Sriwijaya mencapai hampir seluruh Hindia, laut ok Selatan, sebagian
India dan menaklukkan Kamboja. Batasan mengenay&an masa lalu ini,

sangat menonjol perannya di dalam memberikan dissar nasionalisme
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yang dikembangkan oleh Orde Baru.

5). Wacana nasionalisme yang dikembangkan Orde tBesabut secara teoritik
sejalan dengan gagasan Ernest Gellner. Menurutné&gelhasionalisme
adalah akibat yang tak bisa dielakkan dari terjgalitransisi ke arah
modernitas, yang melibatkan segenap masyarakata dsgjak abad ke
delapan belas. Sebagai akibatnya, nasionalisme rldkpe secara
sosiologis—di dunia modern. (Gellner, dalam Sm@B02: 79) Gellner
mengartikan modernisasi sebagai industrialisasieres faktor sosial
budayanya, telah mentransformasikan seluruh masyarseperti yang
dilakukan oleh revolusi neolitik sekitar 8.000 tahyang lalu. Nasionalisme,
menurut Gellner merupakan penanda penting transf&irkehidupan umat
manusia, dari tahap pra-modern ke tahap modera pPada masa pra-
modern ada sejumlah batasan-batasan tertentu yanthuat sekelompok
orang tidak bisa dengan leluasa berhubungan ddaampok lain (seperti
ikatan kelompok tradisional, etnik dan semacamnyajka pada masa
modern, dengan munculnya nasionalisme ikatakamdik@timordial yang
selama ini membatasi seseorang untuk bergerak be@gadi terbuka.
Inilah masyarakat modern, yang benar-benar bang tidak membutuhkan
unsur-unsur budaya yang ada sebelumnya (pra-modern)

Jika ditinjau dalam perspektif Gellner, maka apagyalilakukan
pemerintah Indonesia selama beberapa puluh tamgadepolitik integrasi
nasional, merupakan suatu bagian yang sudah segwsilakukan, sebagai
konsekuensi dari modernitas. Tak ada yang perlisadikan, karena
memang proses modernisasi adalah sebuah keharaspanmasyarakat
modern, yang tidak lagi memerlukan ikatan-ikataimprdial lama, yang
tidak relevan dengan tuntutan alam kemoderenanlaAdsudah menjadi
keharusan sejarah, bahwa masyarakat harus mengéagnderungan baru
ini, dengan segala atribut budaya dan bahasanyg garba baru dan
modern. Konsep ini tampaknya sudah dipraktikkane@dru selama masa
panjang kekuasaannya, dengan konsepnya yang sulkamutakan di
depan (Ali Murtopo, 1981), yaitu melakukan programdernisasi berupa
‘perubahan dan pembaharuan sistem nilai-nildan juga perencanaan
perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang
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dipandang masih tradisional dan belum maju. Bahda konflik-konflik
nilai, konflik-konflik budaya dan konflik-konflikdinnya, bukanlah alasan
yang mengharuskan modernisasi diurungkan.

Ungkapan Ali Murtopo bahwa: “...... modernisasi berarti
mengubah norma-norma yang tidak berfungsi lagi dalperkembangan
masyarakat serta norma-norma yang menghambat pdxkegan.
Perubahan harus terjadi dalam lingkup perubaharegmal dan tidak saja
terbatas pada perubahan dalam aspek penghidupaio-&ofural, tetapi
mencakup pula aspek-aspek teknis, ekonomis, pdlédrs lain-lainnya.
Adalah kenyataan bahwa dalam mengadakan perubabamphan
integral, waktu dan kehendak yang terdapat dalansintamasing aspek
tidak selalu berjalan secara singkron.... Dengan &a&mgh proses
modernisasi tidak terlepas dari konflik-konflik yatimbul akibat proses ini,
dimana norma-norma baru akan berkonflik dengan remarma
tradisional,” secara keseluruhan adalah gagasan yang sejalaganden
konsepsi Ernest Gellner tentang nasionalisme.

Sebagai konsekuensinya, memang tidak ada penghatgegsdap
masa lalu, karena modernisme tidak memerlukan rfasa Atau dalam
bahasa Gellner,Seperti Adam, bangsa-bangsa tidak perlu mempuayiai t
pusar.” Dan memang sebagai akibatnya, dalam konteks kpatitegrasi
nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonegsmg terjadi adalah
penghancuran nilai-nilai budaya lokal dan juga serkbhazanahethnie
karena semua itu dianggap sebagai atribut priméiig tidak diperlukan
lagi dalam alam modern. Apa yang terjadi kemudiamgguh dramatis bagi
sejarah kemanusiaan; di Aceh ratusan ribu jiwangildalam perang, suku
Sakai dan banyak masyarakat adat di Riau tanahngiautl dan tradisinya
dihancurkan, di Timor Timur ratusan ribu nyawa hgaperempuan yang
hidup dipaksa memasang kontrasepsi agar jumlahhikatanya semakin
jarang; sementara di Papua masyarakat Amungmeuditeabahnya, yang
berkoteka dipaksa bercelana, jumlah kelahiran ddvatan pada saat yang
sama jumlah pendatang dari luar diperbanyak. NaB&mne, sebagaimana
yang dikonsesikan Gellner, yang kemudian diterjdtanhsebagai proyek

modernisai menjadi mesin penghancur kehidupan malsyglokal.
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6). Pandangan Gellner yang modernis dan menafikaknan masa lalu bagi
kebaradaan nasionalisme ini ditolak habis oleh katmo-simbolisme (yang
diwakili Smith). Menurut Smith, gagasan Gellner ikel karena tidak
mungkin nasionalisme bisa tumbuh tanpa memilikr dkstoris dan kultural
dalam suaru masyarakat. Sebagai alternatifnya Smiimgajukan teori
tentang nasionalisme dengan pendekatan ento-sknliadilam hal ini ia
mengarahkan perhatiannya pada cara bagaimana Hssmtk identitas
kolektif masa lalu mempengaruhi bangkitnya bang$iatengah-tengah
keterputusan dan ketidaksinambungan dalam catajaral. (Smith, 2002:
72) Dengan cara demikian, etno-simbolisme mengklaim sebagai
pendekatan yang mampu mengajukan penjelasan yatgridi dan/atau
sosiologis mengenai  sebab-sebab  kelekatakan  emabsiodan
berkesinambungan dari begitu banyak orang terh&dapnitas etnik dan
bangsa mereka. Oleh karena perhatiannya pada dipemsar, moral dan
emosional dari identitas etnik dan nasionalnya, anpkndekatan etno-
simbolis mampu memahami kelangsungan maupun tnana$d identitas-
identitas budaya kolektif ini.

Dengan menggabungkan identitas nasional dengamniiedtan
etnik sebelumnya, dan memperlihatkan pengaruh dimsubyektif dari
simbol, mitos dan kenangan bersama, etno-simboligmamberikan
kejelasan tentang kelangsungan ikatan yang dilakubangsa modern
terhadap begitu banyak orang pada masa kini. Deag@man yang sama,
suatu paradigma etno-simbolik dapat memberikan efesan alternatif
mengenai intensitas dan isi konflik-konflik etnik asa kini yang
menyangkut gambaran umum ekonomi dan politik. Karseperti tersirat
dari namanya, ‘etno-simbolisme’ mengalihkan foknal&sisnya dari faktor-
faktor yang murni eksternal: politik dan ekonomawatsosiobiologis, ke
faktor-faktor budaya: simbol, kenangan, mitos, indan tradisi. (Smith,
2002: 74)

Menurut tinjauan etno-simbolisme, apa yang kuraatard upaya
pembangunan nasionalisme yang dilakukan oleh Ordeu Berhadap
masyarakat lokal adalah pada tidak adanya pengiraitgahadap masa lalu

Universitas Indonesia
Makna nasionalisme ..., Miftahuddin, FISIP Ul., 2009.



329

yang dimiliki masyarakat lokal tersebut dengan sagekhazanatethnie
nya. Di dalam masyarakat lokal seperti Aceh, Riamor Timur dan Papua,
sudah hidup puluhan hingga ratusan etnik, bahag@an agama, selama
ratusan tahun sebelum Indonesia muncul sebagai baafgsa dan negara.
Warisan budaya lokal yang diturunkan dari genekasgenerasi tersebut,
terbukti telah mampu membuat masyarakat tersebdtphidan terus
bertahan di tengah perubahan zaman. Dalam kontelsyarakat Timor
Timur, misalnya, seperti digambarkan Taylor (1988¥yapat satu kekuatan
lokal yang tidak mudah dikalahkan oleh kekuatarr,liik itu Portugis
maupun Indonesia, yaitu sistem kekerabatan dansalsosial politik yang
sangat kental, liat dan tidak mudah dipatahkan.

7). Di sinilah pula tampak kelemahan teori Erneslii@gr tentang nasionalisme
yang bersifat modernis. Karena dalam kenyataanngsionalisme bukan
sekadar urusan modernitas atau sebagai konsekuamsfiormasi peradaban
manusia dari pra-modern ke zaman modern sematajnkah ada kekuatan
perumus di dalamnya, yang dalam prakieknya sangahentukan
perkembangan dan watak dari nasionalisme itu Serdtapi sayangnya,
kekuatan tersebut juga tidak disingkap dan diekdiasleh Anthony Smith.
Kekuatan tersebut adalah perpaduan kuasa politikg yatoriter dan
perpektif ekonomi liberal, yang kemudian merumuskamgkah-langkah
pembangunan Orde Baru. Dalam konteks ini, teorinadmgi’ Michel
Foucault-lah yang bisa menyingkap beroperasinyadtak di balik wacana
nasionalisme tersebut. Hipotesis utama pemikiraruc&alt adalah;
pengetahuan hanyalah apa yang dikumpulkan danudigan benar oleh
sekelompok orang. Kekuasaan merupakan tenaga untekentukan
kebenaran. Baik kekuatan fisik maupun kekuatan ahedigunakan oleh
sekelompok orang untuk dapat memaksakan gagasarkantantang yang
benar, kepada mayoritas. Dalam konteks studi inikanawacana
nasionalisme Indonesia jelas bukan merupakan fuaposisi yang netral
dan benar dalam dirinya, melainkan ada relasi ksdampengetahuan di
dalamnya. Inilah sumbangan penting yang diberiki@h ¢-oucault untuk

meninjau masalah-masalah kontemporer berkaitan atendpakikat
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nasionalisme. Foucault seakan mengingatkan kentdedipa seharusnya
sosiologi selalu peka terhadap dimensi produksge&huan dalam suatu

masyarakat.

B. Praktis

Sebagaimana umumnya negara-negara baru, Indonesisca p
kemerdekaan menghadapi problem yang serius tertaggimana mengelola
negara yang begitu besar dimana masyarakatnya ikietaitar belakang
agama, etnik, budaya dan bahasa yang begitu komgkek majemuk. Sebagai
negara yang memilih kesatuan sebagai bentuk negaafia tantangannya
adalah bagaimana keberagaman yang ada di dalanarakayitu tetap terjamin
kelangsungannya, sementara pada sisi yang laia, jugmastikan bagaimana
satu bentuk pemerintahan di tingkat nasional beeasr berjalan normal
dengan legitimasi yang kuat dari seluruh warga mmakatnya. Di awal
kemerdekaan, ada satu kekuatan pendorong bersamaliyasakan secara luas
oleh masyarakat Indonesia, tentang pentingnya ketiai cengkeraman
kekuasaan kolonial, yaitu sentimen antikolonialismietapi setelah sekian
tahun berjalan, sentimen tersebut makin lama mal@ngendur. Yang muncul
belakangan adalah pada pencarian bentuk kehidupag sman, adil, dan
sejahtera. Apakah kedua bentuk tuntutan ini (tualean terbangunnya negara
nasional yang legitimate, kokoh dan kuat pada siatwlan tuntutan masyarakat
akan kehidupan yang aman, adil dan sejahtera) stef@hpai? Di mana
problem tersebut berada? Di lihat dari empat wadaka yang dibahas alam

studi ini, maka scara singkat dapat disimpulkaragabberikut:

1). Secara empirik jelas tampak bahwa, selama apaguuluh tahun terakhir
masyarakat lokal (khususnya di Aceh, Riau, Timomdi) mengalami
berbagai masalah yang serius, yang bukan mempeukagt pemerintah
pusat dalam membangun nasionalisme Indonesia, ddlamuk satu
masyarakat yang terintegrasi secara kokoh dalam iegara kesatuan,
sebaliknya justru mendorong terjadinya keretakam mgrpecahan. Bahkan

pada satu kasus di Timor Timur, nasionalisme Indi@an¢ersebut hilang
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bersamaan dengan pemisahan wilayah tersebut d&ril.NBecara umum,

akar dari masalah di keempat daerah tersebut allafaha kebijakan yang
terlalu sentralistis, baik di bidang sosial, p&litmaupun ekonomi. Apalagi
semua kebijakan yang terpusat pada segelintir diitdakarta tersebut,
seringkali diiringi oleh serangkaian tindak kekara®leh militer yang tidak

mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Mengacu pAdanerson (2001),

yang terjadi selama ini di Indonesia adalah keseyaag dipaksakan, bukan
kesatuan yang direlakan.

2). Pada sisi horisontal, kegagalan Indonesia megua nasionalisme
Indonesia, dalam bentuk negara kesatuan yang kaat kibkoh juga
dikarenakan tidak adanya penghargaan negara puoasioifal) terhadap
nilai-nilai dan kultur yang hidup di tengah masyatalokal. Ada sejumlah
agama, ideologi, kepercayaan, adat-istiadat, dajmézh nilai-nilai
kekerabatan, yang hidup di tengah masyarakat lgkalg selama beberapa
puluh tahun sebelum Indonesia merdeka telah menkoartribusi positif
bagi keberlangsungan masyarakat tersebut. Nilai-tokal itu pula yang
telah turut memberikan sumbangan bagi perjuangdonksia mengusir
penjajah asing. Namun setelah kemerdekaan Indoriesiapai, semua
nilai-nilai yang sudah melekat dan menjadi bagiak terpisahkan dari
kehidupan masyarakat tersebut kemudian tidak dialaki negara, bahkan
cenderung dihapuskan begitu saja oleh pemerintadatplatas nama
modernisasi, pembangunan dan lain-lain.

3). Kebijakan otonomi daerah yang sejak era referm898 diberlakukan di
berbagai daerah, merupakan langkah maju. Tetapuaseta juga belum
menjamin bagi terjadinya keadilan dan kesejahteya@ay merupakan inti
pembangunan sebuah integrasi nasional. Dalam dyebdmsus, kebijakan
otonomi daerah hanya merubah struktur administregtiépi tidak merubah
substansi. Substansi dari otonomi daerah adalatbgréan kewenangan
kepada masyarakat di berbagai daerah untuk mersntacah dari
pembangunan. Tetapi pada kenyataannya, yang texgiedah munculnya
‘raja-raja kecil’ di daerah, sebagai penentu kddaija daerah, dan bukan

maasyarakat luas. Ini merupakan efek lain darimtesésasi, yang penting
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untu diperhatikan. Kebijakan otonomi daerah, jikakdanakan dengan baik
akan bisa menjawab keresahan masyarakat di berbageah. Yang sering
dilupakan dari perdebatan semacam itu adalah badwiatansi dari bentuk
apapun yang akan diambil suatu pemerintahan adaiadisalah

kesejahteraan. Pernyataan ‘peletak dasar gerakdfi (Rapua) Nicolaas

Jouwee, beberapa waktu lalu, tampak jelas, betapstansi itu hanyalah
pada aspek kesejahteraan dan penghargaan padailaildkemanusiaan itu
sendiri. Jika hal itu bisa dijawab dengan baik, gkim nasionalisme

Indonesia akan tetap bertahan, bahkan semakin kokoh
C. Saran

Sosiologi perlu memberikan tempat yang layak bagak diskursus. Teori-teori
mengenai diskursus memang tergolong baru di daldmu i sosial.
Kemunculannya di tahun 1968 pun dirintis bukan oletiangan sosiolog,
melainkan para ahli bahasa dan sastra seperti @@arthes, Jacques Derrida,
dan segera diperkuat oleh Michel Foucault (yangkaglgan tampaknya relatif
lebih bisa diterima di kalangan sosiolog di bandihg nama yang pertama).
Foucault pada tahun 1969 menerbitikacheology of Knowledgeyang gagasan
utamanya hendak mengatakan bahwa pengetahuan Baaskan memegang
peranan penting dalam pembentukan pengetahuan malaugiga menegaskan
bahwa diskursus mempunyai peranan penting dalanbgerkan pengetahuan
manusia. Gagasan Foucault ini diakui atau tidaghtddanyak mempengaruhi
pandangan ilmuwan sosial dalam melihat berbagaekagehidupan. Struktur
relasi yang timpang antara laki-laki dan peremp{yamg banyak dikaji dalam
studi gender), dan pandangan Timur dan Barat yalad setara (yang antara
lain ditunjukkan Edward Said dalam Orientalisme)nymerupakan sedikit
contoh penerimaan gagasan-gagasan Foucault tersebut

Di dalam buku ‘standard’ sosiologi sendiri (misanpuku George
Ritzer, Modern Sociological Theoyy2003) nama Foucault dikelompokkan
dalam paradigma Post-strukturalisme bersama JacDQeesda. Spirit yang

diusung Derrida adalah penolakan p#mzosentrismeyang mengklaim adanya
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sistem berpikir universal yang bisa menentukan ateshisa dianggap sebagai
suatu kebenaran dan yang lain tidak (gagasan ga liarahkan Derrida pada
dominasi kekuasaan ilntelektual Barat). Menurutilggosentrisme tak hanya
menyebabkan ketertutupan filsafat, tetapi juga rketigpan ilmu pengetahuan
manusia. Derrida ingin menghancurkan atau memborgkaber ketertutupan
ini, karenanya gagasannya disebut dekonstruksi sExgasme. Sebagai
alternatifnya, Derrida mengajukan tesis sederhbaawa; tidak ada jawaban
tunggal. “Semua kita berada dalam proses menudiginbdak dengan peran dan
perbedaan,” ujar Derrida. (Ritzer, 2006: 609)

Foucault sendiri juga berhutang pada paradigmtsiiaiisme, namun
ia kemudian mengembangkannya ke arah yang sangadgi strukturalisme;
karenanya ia kemudian dikelompokkan dalam posksitralisme. Contohnya,
Foucault menerima teori Max Weber tentang rasisaali yang kemudian
rasionalitas tersebut justru menjadi ‘kerangkenj@’b@on cage bagi manusia
itu sendiri. Tetapi bagi Foucault ‘kerangkeng baja’ tidak dimaknai sebagai
‘pembatasan’ melainkan hanya sebuah konteks, selteatpat kunci’ bagi
manusia modern untuk menjalankan kehidupannya. &diuguga mengadopsi
pemikiran Nietzsche tentang genealogi. Jika Niétzscmemfokuskan
genealoginya pada tataran etis, seperti mengemaeko'baik’, ‘buruk’, ‘jahat’,
‘mulia’ dan sebagainya, maka Foucault mengembangkanpada tataran
epistemologis tentang bagaimana cara ilmu pengetamelihat sesuatu, dan
kemudian mengklasifikasikannnya sebagai ‘ilmiafduattidak ilmiah’, seperti
dalam kasus ‘normal’, ‘tidak normal’, ‘seks menyiamg’, ‘seks normal’ dan
sebagainya.

Dengan genealogi, kedua ilmuwan ini membongkaryapg selama ini
dianggap sebagai kebenaran umum dan sudah diysédgai sesuatu yang
‘baik’, ‘normal’, dan sebagainya. Keduanya lalu mgaskan bahwa semua
anggapan itu pada hakekatnya tak lain sebuah kisstsosial yang dibangun
oleh satu kelompok tertentu dalam masyarakat. laupadkan produk dari proses
sosial dan sejaratb€ing produced by social and historical proce¥s€gngan
mengatakan demikian, maka menurut Foucault sudabsaya ilmuwan harus

selalu memeriksa apapun yang selama ini sudah ghangebagai ‘kebenaran’
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atau ‘pengetahuan yang benar’ dalam konteks |akaltdstorisnya. Jadi dengan
metode ‘genealogi’ pertama-tama adalah dimaksudkdnk selalu memeriksa
anggapan mengenai kebenaran dan pengetahuan aim #ahteks historis dan
lokalitasnya.

Jauh sebelum kemunculan Foucault, peminat sosislodggh mengenal
nama Peter Berger (1929). Jika kita perhatikanersgimya pentingnya kajian
mengenai diskursus sudah dikemukakan oleh Bergeskinsaat itu ia tidak
menggunakan istilah ‘diskursus’. Dalam bukuriifae Social Construction of
Reality (yang ditulis bersama Thomas Luckmann, 1990), &ebgrargumentasi
mengenai apa yang disebut sosiologi pengetahuamumdigya, sosiologi
pengetahuan harus mengarahkan perhatiannya padeeperiken kenyataan oleh
masyarakatgocial construction of realijy Dalam hal ini maka, menurut Berger
sosiologi pengetahuan harus menekuni segala segeaty dianggap sebagai
‘pengetahuan’ dalam masyarakat. la mengatakan, alisasnperan pengetahuan
dalam dialektika antara individu dan masyarakata@nidentitas pribadi dan
struktur sosial, memberikan satu perspektif pelapgkang sangat penting bagi
semua bidang sosiologi.” (Berger & Luckmann, 199B4). Gambaran
mengenai pentingnya ‘diskursus’ dalam studi sogioleecara implisit juga
tampak dalam pernyataan Berger & Luckmann berikBemahaman kami
tentang sosiologi pengetahuan membawa kami padaeisin bahwa sosiologi
bahasa dan sosiologi agama tidak dapat dianggapgaelbidang-bidang
periferal yang tidak begitu penting bagi teori st®yi itu sendiri, melainkan
dapat memberikan sumbangan yang penting kepadafBerger & Lukcman,
1990: 263) Dengan mengemukakan itu semua, menaretd Berger berusaha
mengembalikan status otonomi sosiologi dari dominlasu-ilmu alam dan
ideologi politik. Sosiologi dikembalikan fungsi asla sebagaimana dikehendaki
Weber sebagai sarana teoritis untuk memahami serémfasir secara
bertanggungjawab atas masalah-masalah kebudayaanpel@daban umat
manusia. (Parera, dalam Berger & Luckman, 1990: xiv

Kurang lebih di sinilah pentingnya sosiologi meniken tempat yang
layak terhadap kajian-kajian diskursus yang bexfignaa kritis ini, di tengah

dominasi sosiologi yang paradigma positivistik deavani.
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